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Judul . Pelaksanaan Putusan Pengadian yang Meagkdib
Perubahan Data Mengenai Bidang Tanah yang sudah
Didaftar (Analisa Putusan Reg. No. 322 PK/ Pdt/8)00

Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum@ypTadpat merubah data
mengenai bidang tanah yang sudah didaftar. PaniReagadilan wajib
memberitahukan semua isi putusan yang mengakibape@mbahan data
mengenai bidang tanah yang sudah didaftar kepagal&&antor Pertanahan.
Pasal 55 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah4dn@Bun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah telah mengatur mengenai pelaksaym Pelaksanaan
putusan mengenai perubahan data suatu bidang meeaterukan koordinasi
antara 2(dua) instansi pemerintah yaitu Pengadian Kantor Pertanahan.
Dalam tesis ini, penulis mengangkat mengenai pate@n putusan pengadilan
yang isinya mengakibatkan perubahan data mengéendp tanah yang sudah
didaftar. Untuk mengetahui efektifitas dari bungténtuan pasal tersebut, maka
penulis mengangkat suatu putusan yang isinya mémgj&kn perubahan data
mengenai bidang tanah yang sudah didaftar. Yaitusam Peninjauan Kembali
Reg.N0.322 PK/ Pdt/ 2008, isi putusan tersebutgakibatkan perubahan data
yuridis mengenai bidang tanah yang berstatus Hala@angunan yang semula
haknya dipegang oleh Warga Negara Indonesia, yamgu#tian berdasarkan
putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukuap tdtberikan kepada
Warga Negara Asing. Proses peradilan untuk mergigkes perkara ini telah
memakan waktu yang lama, dengan biaya yang tingga snenguras tenaga
yang banyak, namun setelah memperoleh putusandibagapkan, putusan itu
belum juga dapat dilaksanakan. Dalam tesis ini l@erierusaha mengulas
mengapa demikian sulit, apa yang menjadi hambaenma menguji efektifitas
dari ketentuan pasal 55 Peraturan Pemerintah n@#am@ahun 1997 tentang
Pendaftaran tanah, dalam pelaksanaan putusan dithaks

Kata kunci : Pendaftaran Tanah, Perubahan Datak&aiaan Putusan
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ABSTRACT

Name : CHRISTIANINGRUM

Study Program : Magister Kenotariatan

Title : Execution of Verdict that Lead to Change t®a
Regarding the Registered Land

(Verdict Analysis Reg. No.. 322 PK / Rev. / 2008)

Verdict that had a Law force is able to alter tti@ta on registered land. Clerk
of Court shall notify all content decisions whi@sult in changes to data
onland that have beenregisteredto the HeadheoftLand Registry
Office. Article 55  paragraph (1) and  (2) GovernmenRegulation No.24 of
1997 concerning Land Registration has set abo@xézution. Implementation of
the decisions regarding changes to the data whieledsicoordination between
thetwo (2) government agencies:ithe Court and theénd Registry
Office. In this thesis, the authors raised aboute thmplementation of court
decisions thatresult inchanges tothe contert dain land that have
been registered. To determine the effectivenesshef noise provisions of the
chapter, the authors raise a verdict that it redulh changes to data on land that
have been registered. That isthe Review of veREg.No.322 PK/ Rev./
2008, the contents of such verdict lead to chamg@sidical data on land with
the status of Building Rights of Land which wagyorally entitled to Indonesian
citizen, which was then based on court verdict tieate been granted permanent
legal force to the foreign citizen. The judicialopess to resolve this matter has
taken a long time, with high costs and drainingtabut after obtaining the
expected verdict, the verdict was not also be impleted. In this thesis the
author sought to review why this is so difficulthat are the bottlenecks, as well
as testthe effectiveness of the provisions ofchati 55 of Government
Regulation number 24 year 1997 on land registratimmimplementation  of
the verdict in question.

Key Words: Registered Land, Excecution of Verdict
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG MASALAH

Tanah merupakan kebutuhan dasar dalam pelaksansgiatdn
produktif manusia. Tanah dengan segala fungsinymnpuayai peranan
penting bagi pemenuhan berbagai keperluan manwsig gecara terus
menerus meningkat baik sebagai tempat bermukim vmauptuk kegiatan
usaha. Oleh Karena itu jelaslah bahwa pencatatam sigtematis dari tanah
dan hak atas tanah merupakan hal yang sangat gebi@ik bagi
administrasi negara maupun bagi perencanaan dargempdangan
penggunaan tanah itu sendiri, serta bagi kepabtitom dalam peralihan,

pemindahan atau pembebanan hak atas tanah.

Pertambahan jumlah penduduk, kelangkaan tanahkefannduran
kualitasnya, alih fungsi tanah dan semakin tajamigaflik dalam
penggunaan tanah antar berbagai aktor pembanguakam dberbagai
tingkatan, serta kemiskinan, sempitnya lapangafgaketan akses yang
timpang dalam perolehan dan pemanfaatan tanah,a ssemakin
terdesaknya hak-hak masyarakat hukum adat, mempsdaagian contoh
kecil dari permasalahan yang harus dihadapi s@&d8@hubungan dengan
itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungarupaerjaminan
kepastian hukum di bidang pertanahan. Dalam rangk@aberikan jaminan
kepastian hukum ini, pada awalnya dibutuhkan péw@ndpukum yang
lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara kensi8danya perangkat
hukum ini dimaksudkan agar dapat mengatasi peratzaaipermasalahan
hukum di bidang pertanahan. Selain itu dalam mesghiakasus-kasus
konkret, diperlukan terselenggarannya pendaftaraanalt yang

! lrawan Soerodjo,Kepastian Hukum Hak atas Tanah Di Indonesia, cet 1,
(Surabaya: Arkola, 2002), hal.26

2 Maria S.W.Sumardjono,Kebijakan Pertanahan Antara Regulas Dan
Implementasi, cet 3, (Jakarta: Kompas,2005), hal.45

1 Universitas Indonesia
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memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanalk dettgan mudah
membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya, bdan para pihak
yang berkepentingan seperti calon pembeli atauncéleditur untuk
memperoleh keterangan yang diperlukan mengenahtgaag menjadi
objek perbuatan hukum yang akan dilakukan serta @gerintah untuk

melaksanakan kebijakan pertanafian.

Pada tanggal 8 juli 1997 ditetapkan dan diundangRaraturan
Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaffaaaah menggantikan
peraturan Pemerintah- Nomor 10 tahun 1961 yang rparauran ini sejak
tahun 1961 mengatur pelaksanaan Pendaftaran taehlagamana
diperintahkan oleh Pasal 19 UUPA yang berbunyi, ttidnmenjamin
kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftamaah di seluruh
wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketamt yang diatur
dengan Peraturan Pemerinf4h.

Dalam penjelasan pasal 19 UUPA dikatakan bahwa d@mdn tanah ini
akan diselenggarakan dengan cara yang sederhanautiah dimengerti

serta dijalankan oleh rakyat yang bersangk@itan.

Selanjutnya Pasal 19 ayat (2) UUPA menegaskan adispendaftaran

tanah sebagai berikut:

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal efiuori:
(&) pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
(b) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralibamdlatersebut;
(c) pemberian Surat-Surat tanda bukti hak yangakerkebagai alat
pembuktian yang kuat.

Menurut ketentuan pendaftaran tanah sebagaimanaksdudkan
Pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut di atas adalah gitamdn secara
hukum¢echtskadaster® atau legal cadastre).” Dalam konteks pendaftaran

® IndonesiaPeraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah, PP No.24 tahun 1997, LN
No. 59 tahun 1997, TLN No. 3696, penjelasan

* IndonesialUndang UndangPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU no.5
tahun 1960, LN No.104 tahun 1960, TLN 2043 tahu®Ql9pasal 19

®|bid, penjelasan

Universitas Indonesia
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secara hukum, maka pendaftaran tanah menjadi alerumdang-undang
kepada Pemerintah untuk membentuk peraturan petaer{P) tentang
pendaftaran tanah, dalam hal ini PP Nomor 10 Td@1i, yang kemudian
diganti dengan PP Nomor 24 Tahun 1997

Pelaksanaan pendaftaran tanah, menurut Pasal 18loRfor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, meliputjehis kegiatan, yaitu:
(1) pendaftaran tanah untuk pertama Kaiiial registration) dan,
(2) pemeliharaan data pendaftaran tafuaba maintenance).
Khusus menyangkut pemeliharaan data pendaftarah @itakukan apabila
terjadi perubahan pada data fisik atau yuridishiamng telah didaftdt.

Menurut ketentuan Pasal 36 ayat (2) PP Nomor 24uf&tb97
pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftar&garbghan data fisik
dan data yuridis tanah kepada Kantor Pertanahan.

Kegiatan Pendaftaran tanah antara lain:
1. Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali , yangpuili

* Pengumpulan dan pengolahan data fisik

* Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta germahthaknya
* Penerbitan sertipikat

* Penyajian data fisik dan yuridis, dan

* Penyimpanan daftar umum dan dokumen
2. Pemeliharaan data Pendaftaran tanah,

Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukanlagaljadi perubahan
pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftdaeemah yang telah

'Rechts kadaster atau legal cadastre yaitu kegmenghimpun dan menyediakan

data fisik dan data yuridis tanah dan hak yangamgisutan dalam rangka menjamin apa yang
disebut sebagai kepastian hukum dan kepastian ihbldahg pertanahan. ( Lihat buku Budi
Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembantlkndang Undang Pokok Agraria, isi
dan pelaksanaannya, hal.55)

8 Ibid, hal 73

Universitas Indonesia
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didaftar. Pemegang hak yang bersangkutan wajib afenan
perubahan tersebut pada kantor pertanahan.

Dalam menjalankan kehidupannya, manusia akan shérigteraksi
dengan manusia yang lain, saling menjalin komumidas bekerja sama.
Hubungan yang tercipta antara manusia yang satgademanusia yang
lain ini tidak selamanya berjalan dengan baik, atlakya mengalami
benturan-benturan maupun perselisihan-perselisigang tidak dapat
diselesaikan oleh mereka sendiri, oleh karenaaland perkembangannya
hadir dan mulai timbul kesadaran akan perlunyauslgmhbaga yang dapat
menjadi media untuk menyelesaikan perselisinarlberts Berdasarkan atas
kebutuhan akan lembaga dimaksud maka kemudian raimcapa yang

dinamakan lembaga peradilan ( Pengadilan)

Kehadiran lembaga pengadilan ini, diharapkan dapanjadi
penengah dengan mengeluarkan putusan-putusan gpagrdenyelesaikan

sengketa-sengketa yang terjadi di dalam masyarakat.

Bahwa tanah bagi orang Indonesia merupakan magafai paling
pokok, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya p@eek perdata maupun
pidana yang diajukan ke Pengadilan yang berkis&itase sengketa
mengenai tanah. Bahkan boleh dikatakan 90 % perkams adalah
menyangkut masalah tanah dan rumah. Belum lagapegiutang dimana
tanah menjadi jaminan utang serta perkara pengagypencurian, atau
perbuatan melawan hukum yang bermula dari sengkatah. Dari
banyaknya perkara perkara yang menyangkut tanaht dhjihat bahwa
tanah yang sentral dalam kehidupan dan perekonomary bersifat
agraris’ Banyaknya perkara- perkara mengenai tanah yangjadien
sengketa di Pengadilan, maupun perkara perkargdaig bukan mengenai
tanah tapi membawa implikasi kepada tanah, akarahmkan putusan-

putusan pengadilan yang isinya menyangkut tanadkadpitu pembatalan

® Sunarjati HartonoBeberapa Pemikiran ke Arah Pembaharuan Hukum Tanah,
Penerbit alumni Bandung, 1978, hal.8

Universitas Indonesia
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kepemilikan tanah maupun peralihan kepemilikan Hanksi putusan
tersebut akan mempengaruhi data pendaftaran tearady sudah ada, oleh
karena itu pelaksanaan putusan pengadilan mentgerai ini memerlukan

mekanismme tersendiri.

Berdasarkan ketentuan pasal 55 Peraturan Pemeiluaior 24
tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkamebah

1) Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepadaal&egantor
Pertanahan mengenai isi semua putusan pengadilag y@lah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan Penetapan Rsngadilan
yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada detmenai bidang
tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah suguk dicatat pada
buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mung#an geatipikatnya
dan daftar- daftar lainy¥.

Dalam pasal 55 ditentukan , bahwa panitera perayadibaik
Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara mappogadilan
agama, wajib memberitahukan kepada Kepala Kantdai&han mengenai
isi semua putusan pengadilan yang telah berkekuatdom tetap dan
Penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkanditerga perubahan
pada data mengenai bidang tanah yang sudah dida#acatatan tersebut
juga bisa dilakukan atas permintaan pihak yangdperktingan berdasarkan
salinan resmi putusan pengadilan yang telah mergbekekuatan hukum
yang tetap atau salinan penetapan ketua Penggditenbersangkutan

Dari bunyi pasal diatas terdapat kewajiban daritpea pengadilan
untuk memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanateangenai isi dari
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatdunrhutetap dan
penetapan ketua Pengadilan yang mengakibatkaditefgaperubahan pada
data mengenai bidang tanah yang sudah didaftaati?an Pemerintah
nomor 24 tahun 1997 telah mengatur sedemikian dgdam pasal 55
tersebut diatas, bahwa adalah penting untuk mengikaop putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap isamga mengakibatkan
perubahan data mengenai suatu bidang tanah yamay slidlaftar. Hal ini

% |ndonesia, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahui t98ang Pendaftara tanah,
pasal 55
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tentunya mempuntai maksud dan tujuan yang ingircagiai. Dari jenis
kegiatan pendaftaran tanah yang ada, pemberitamergenai putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ketséerkaitan erat

dengan kegiatan pemeliharaan tanah.

Sesuai dengan pengertian yang di berikan oleh phadautir (1)
peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentamglafaran tanah,

bahwa :

"Pendaftaran Tanah adalah Suatu rangkaian kegigsarg dilakukan oleh
negara/ pemerintah secara terus menerus dan tepatupa pengumpulan
keterangan atau data tertentu mengeai tanah-tagntu yang ada di
wilayah- wilayah tertentu, pengolahan, penyimpandan penyajiannya
bagi kepentiungan rakyat, dalam rangka memberilkeminan kepastian
hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitadatdouktinya dan
pemeliharaannya:*

Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa iakag
pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang terus ermgen dan
berkesinambungan, sehingga pelaksanaannya apabdié slimulai, tidak
akan ada akhirny¥Data yang sudah terkumpul dan tersedia, harus terus
dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubakamahan yang terjadi

kemudian, sehingga tetap sesuai dengan keadaareyakbir.

Data yang dihimpun dalam kegiatan pendaftaran tapaba
dasarnya terbagi dalam 2 (dua) hal yaitu:

1. Data fisik , yaitu mengenai tanahnya, lokasinydagdatasnya, luasnya,
bangunannya, dan tanaman yang ada di atasnya.
2. Data yuridis, yaitu mengenai haknya apa, siapa gantg haknya, ada
atau tidak adanya hak pihak lain.
Perubahan data mengenai suatu bidang tanah bisadjlakukan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berlekuatikum tetap,

Putusan pengadilan yang dimaksud tentu isinya ni@patzan perubahan

M Indonesia, Pendaftaran tanah, Peraturan Penterinta24 tahun 1997, pasal 1
butir (1)

12 Sunarjati HartonoBeberapa Pemikiran ke Arah Pembaharuan Hukum Tanah,
Penerbit alumni Bandung, 1978al.71
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data mengenai suatu bidang tanah yang sudah didaéaibahan data yang
dimaksud juga adalah perubahan data yuridis. Da&sis ini perubahan
data yuridis yang terjadi dalam putusan perkararnfmran kembali Reg.
No. 322 PK/ Pdt/ 2008 adalah mengenai pemegangyhakn

Berdasarkan ketentuan pasal 55 Peraturan Pemenatabr 24 tahun
1997 tentang Pendaftaran tanah, jo Pasal 125 Pamatdenteri Negara
Agraria Nomor 3 tahun 1997 mengenai pelaksanaaatitan Pemerintah
nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahs&u®erkara Peninjauan
Kembali ini harus diberitahukan oleh Penitera Pdilga kepada Kepala
Kantor Pertanahan karena isinya merubah pemeg&myda

Dalam tesis ini akan membahas mengenai mengapd p&sa
Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentandaaran Tanah itu
mengharuskan kepada panitera pengadilan untuk migafkan semua isi
putusan pengadilan yang teloah berkekuatan hukutap teyang
mengakibatkan perubahan data mengenai suatu bidaady yang sudah
didaftar. Selanjutnya khusus mengenai putusan Remin Kembali Reg.
No. 322 PK/ Pdt/ 2008 apakah dapat dilaksanakamgs@mana yang
diamanatkan dalam ketentuan pasal 55 Peraturan ridéghenomor 24
tahun 1997 tersebut.

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam petaesaketentuan
pasal 55 tersebut, mereka adalah institusi peragadiintor pertanahan dan
pihak pemegang hak atas tanah terdaftar. MengapadtuPengadlan yang
telah berkekuatan hukum tetap dapat merubah datgenai bidang tanah
yang sudah di daftar. Bagaimana efektifitas ket@mttersebut dalam
peaksanaan Putusan Reg. No.322 PK/ Pdt/ 2008.

Dalam tesis ini penulis akan menggali latar belgkaarta tujuan
dari adanya ketentuan pasal 55 peraturan pemerimb@mor 24 tahun
1997 ,bagaimana efektivitas pelaksanaannya. Dengareliti satu putusan
pengadilan yang isinya mengakibatkan perubahan pdaftaran tanah,

dari putusan ini dapat diketahui apakah isi putysamgadilan yang telah
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berkekuatan hukum tetap ini dapat dilaksanakanasega yang menjadi

tujuan dan maksud dari bunyi putusan.

1.2.POKOK PERMASALAHAN

Penulis membatasi pembahasan dengan pokok-pokakapalahan
sebagai berikut :
1. Mengapa Putusan Pengadian yang telah berkekuakamhietap dapat
merubah data mengenai bidang tanah yang sudahati@af
2. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan ketentuan pa&al PB&raturan
Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftdearah dalam

pelaksanaan putusan perkara Reg. No. 322 PK /(R@?2

1.3.METODE PENELITIAN

Penulisan tesis sebagai salah satu jenis karyas tililniah
membutuhkan data-data yang mempunyai nilai kebangang dapat
dipercaya. Oleh karena itu, penulis memilih  mengdan metode
kepustakaali dengan menggunakan bahan hukum sekdhdéntuk
pelaksanaaannya, penulis akan berusaha mengumpyékamelalui bahan-
bahan pustaka dan dibantu melalui wawancara. Cedansler merupakan
data yang diperoleh dari bahan pustaka dalam keadiap terbuat dan
dapat digunakan dengan segera. Metode penelitiag ygpakai dalam
pembuatan tulisan ini adalah metode penelitian atfrkarena penelitian
ini dilakukan dengan cara menganalisa bahan-bahestaka di bidang
hukum yang norma-normanya tertulis. Bentuk pemeliyang digunakan
oleh penulis adalah yuridis empiris, dimana dalagsist ini penulis
mengangkat pokok permasalahan mengenai efektigaaal 55 Peraturan
Pemerintah nomor 24 tahun 1997, apakah bunyi pgsatbut dapat

diterapkan dengan baik pada kasus yang disampdéam tesis ini.

¥Soerjono Soekantd’engantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 1986), him.
68.

“Soerjono Soekanto dan Sri Mamudijenelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Sngkat, Jakarta (RajaGrafindo Persada, 2006), him. 13.
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Tipe penelitian yang sesuai dengan permasalahagy yhteliti
Penulis dapat ditinjau dari berbagai segi. Dari ségtnya, penelitian yang
sesuai adalah penelitian eksplanatoris, yang meniggkan dan
menjelaskan lebih dalam tentang suatu gejala umeknpertegas hipotesa
yang ada.. Dari segi tujuannya, penelitian ini rpakan penelitiaproblem
identification, karena permasalahan yang ada diklasifikasi sghing
memudahkan dalam proses analisa dan pengambilangdan.

Jenis data yang digunakan adalah data sekundety whidi
dokumen terhadap bahan-bahan pustaka. Berdasaekamatin mengikat,
bahan pustaka yang diperoleh meliptii
1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang puagai

kekuatan mengikat kepada masyarakat, seperti UAdadgng Nomor 5
Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok Pokokriagr®eraturan
pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaearah dan
peraturanMenteri Negara Agraria homor 3 tahun 1@®ifang peraturan
pelaksanaan PP no.24 tahun 1997 tentang pendafieraim

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yaegjelaskan
bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel,asemakalah/hasil karya
yang berhubungan dengan materi penulisan tesis ini.

Data sekunder yang digunakan adalah data-data pengfat
publik, seperti data arsip ataupun data resmimsstB@emerintah. Dari sifat
bahan pustaka, bahan yang diperoleh Penulis dataraencakup:

1. Bahan atau sumber primer, yaitu bahan pustaka yaegsikan
pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataymngertian baru
tentang fakta yang diketahui. Contoh: buku, artitesis, dan internet.

2. Bahan atau sumber sekunder, yaitu bahan pustaka lyansi tentang
informasi tentang bahan primer. Contoh: abstrakatlean Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997, dan Putusan Putusan Pengadilan

Bibid, him 12.
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Alat pengumpulan data yang digunakan adalah stokumen atau
bahan pustaka dengan melakukan penelusuran litelbailh berupa buku-
buku, makalah, makalah, literatur dari situs jaamgmelalui internet,
perundang-undangan dan peraturan lainnya. Namunikidemn karena
penelitian ini merupakan penelitian kepustakaatg-data yang kurang dapat
dilengkapi oleh Penulis dengan melakukan wawankepada narasumber
atau informan yang dalam hal ini adalah pejabatgpéitan dan pejabat
kantor pertanahan terkait. Narasumber atau informarupakan pihak yang
diwawancara karena jabatan atau keahliannya.

Metode analisis data yang digunakan adalah metagsitdtif, dimana

Penulis meneliti dengan berfokus atas fakta athatsterjadinya gejala sosial
tertentu, bukan memahami perilaku dari sudut pagaarPenulis sendiri.
yang tidak dapat dihitung. Cara pengumpulan dategyydilakukan adalah
melalui daftar pertanyaan yang berstruktur dan istakumen. Dengan
pendekatan kualitatif, data yang dihasilkan danghé@an ini merupakan data
deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan okdsaran penelitian yang
bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan geriigata®.

1.4. MANFAAT PENELITIAN
Dengan dilakukannya penelitian mengenai pelaksanpatusan
pengadilan yang mengakibatkan perubahan data manigelang tanah yang
sudah didaftar, maka kita akan mengetahui apakais@o pengadilan yag
telah berkekuatan hukum tetap serta mempunyai kakieksekutorial dapat
di realisasikan untuk mewujudkan apa yang menjagiah dikeluarkannya
putusan tersebut. Pelaksanaan putusan yang isipyertss tersebut diatas
melibatkan dua instansi pemerintah. Bagaimana sitap peran kedua
instansi ini dalam menjalankan tugas dan tangguagabnya seperti
diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah.jawabarpedaenyaan itu dapat kita

dapatkan jawabannya dengan melakukan penelitian.

1Bgyi Mamudiji, et al,Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan

Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008. 67.
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Peraturan yang telah ditetapkan dan di keluarkeh pémerintah menyangkut
pelaksanaan putusan pengadilan yang mengakibatlembghan data
mengenai bidang tanah yang sudah didaftar perlj efiektifitasnya apakah
sudah dapat diterapkan dan digunakan untuk meimtdéasikasus kasus yang

ada.

1.5.SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan ini_penulis membaginya dalam 3ajtigab dan
beberapa sub bab,yang antara lain babl mengenadalduan yang berisi
Latar belakang, Pokok Permasalahan, Metode Pamlitimanfaat
penelitiandan sistematika penulisan. Bab 2 mengegrabahasan yang berisi
pendaftaran tanah menurut Peraturan PemerintabNah?in 1997, Kegiatan
Pendaftaran Tanah, Pelaksanaan Putusan Pengaditen ngengakibatkan
Perubahan Data mengenai bidang tanah yang sudaftadid analisa
Pelaksanaan putusan Reg. No. 322 PK/ Pdt/ 2008.3Bakngenai penutup

yang berisi simpulan dan saran
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BAB 2
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG
MENGAKIBATKAN PERUBAHAN DATA MENGENAI BIDANG
TANAH YANG SUDAH DIDAFTAR (ANALISA PUTUSAN Reg. No.
322 PK / Pdt/2008 )

2.1. PENDAFTARAN TANAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 24 TAHUN 1997

Tanah bagi masyarakat dewasa ini merupakan hakay&an
yang mempunyai nilai tinggi juga merupakan sumbehidupan, maka dari
itu tiap jengkal tanah dibela sampai titik daramgiebisan apabila hak
tanahnya ada yang mengganggu.

Untuk menjaga jangan sampai timbul sengketa tanpariu
diadakan pendaftaran tanah. Dengan didaftarkan npatkak yang akan
mengetahui status tanah, dan hak yang ada di atasaljek hak atas tanah
dan batas- batasnya dapat dengan mudah mendapafanasi mengenai
tanah yang bersangkutan.

Untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastiarateektanabh,
Undang Undang Pokok Agraria telah meletakkan = kdéaaji kepada
pemerintah untuk melaksanakan pendaftarann tanaly gala di seluruh
indonesia disamping bagi para pemegang hak untuidafiarkan hak atas
tanah yang ada padanya sesuai dengan ketentuan ergku'’
Sebagaimana ditentukan oleh pasal 19 ayat 1 Undadgng Nomor 5 tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria:

" Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintaddddkan pendaftaran
tanah di seluruh wilayan Republik Indonesia menwketentuan ketentuan

yang diatur dengan peraturan pemerinth.”

" Djoko Prakoso, Budiman Adi Purwantksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan
Mekanisme Fungsi Agraria, Ghalia Indonesia, cet.1 ( Jakarta:1985),hal.19

18 IndonesialUndang UndangPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU no.5
tahun 1960, LN No.104 tahun 1960, TLN 2043 tahud0l $asal 19 ayat 1
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Untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dalaml pasebut, kemudian
dikeluarkan beberapa peraturan pemerintah sebagaiana dalam
penyelenggaraan pendaftaran tanah antara lain :

* Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961

* Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997

Dalam bagian Pertimbangan Peraturan Pemerintah m@haahun 1997,

disebutkan bahwa:

1. Peningkatan Pembangunan masional yang berkelanjutmerlukan
dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertamah

2. Bahwa pendaftaran tanah yang penyelenggaraannyla Uledang
Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan DaskokPPokok
Agraria, ditugaskan kepada pemerintah, merupakamanaa dalam
memberikan kepastian hukum yanng dimaksudkan.

3. Bahwa peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 196&rgrfendaftaran
tanah di pandang tidak dapat lagi sepenuhnya memdutercapainya
hasil yang lebih nyata pada pembangunan Nasioe&ingga perlu
dilakukan penyempurnadn.

Selama 35 tahun penyelenggaraan pendaftaran taeatashrkan
Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 belum mekaperhasil yang
memuaskan. Masih banyaknya bidang - bidang tanany gudah memenuhi
syarat untuk bisa di daftar, tapi baru sebagian kafa yang sudah didaftarkan
haknya. Belum lagi adanya peralihan hak atas taabat pewarisan,
pemisahan dan pemberian hak hak baru akan memlantybératuran yang
lebih lengkap yang dapat mengatasi kendala semzbdimn yang mungkin
timbul dalam pelaksanaan pendaftaran tanah,merigkegarbatasan anggaran
pemerintah, alat dan tenaga, keadaan objektif tgmahsendiri, selain
jumlahnya yang besar tetapi juga tersebar di wilayang luas. Sebagian besar
penguasaan tanah tersebut tidak didukung oleh adddt pembuktian yang

mudah diperoleh dan dipercaya kebenarannya.

19 Indonesia,Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah, PP No.24 tahun 1997, LN
No. 59 tahun 1997, TLN No. 3696, pertimbangan
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Sehubungan dengan itu ketentuan hukum untuk dasakganaan
penyelenggaraan pendaftaran tanah disempurnakagamedikeluarkannya
Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Raratatanah.
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2.1.1 Pokok Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah

Pengertian Pendaftaran Tanah

Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah nomor 24intat®97 tentang
Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa:

" Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan gdagukan oleh pemerintah
secara terus menerus, berkesinambungan dan teragliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemadimadata fisik dan data
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenairgd bidang tanah dan satuan
satuan rumah susun, termasuk pemberian surat taridahaknya bagi bidang
bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak magsasttuan rumah susun serta
hak hak tertentu yang membebanin§a.”

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyanakigrn merupakan
tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintahKegpgintingan rakyat, dalam
rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bida@ganahan. Sebagian
kegiatannya yang berupa pengumpulan data fisikhtaygang haknya didaftar,
dapat ditugaskan kepada swasta, tetapi untuk mefepekekuatan hukum,
hasilnya memerlukan pengesahan pejabat pendafiamag berwenang, karena
akan digunakan sebagai alat bukti.

Kata kata ” suatu rangkaian kegiatan” menunjuk Kepadanya berbagai
kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran taaaly, yerkaitan satu dengan
yang lain, berturutan menjadi satu kesatuan raagkaiang bemuara pada
tersedianya data yang diperlukan dalam rangka mmmj&epastian hukum di
bidang pertanahan bagi rakyat.

Kata kata ” terus menerus” menunjuk kepada pelaaakegiatan, yang
sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yangas terkumpul dan tersedia
harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikangaenperubahan - perubahan
yang terjadi kemudian, hingga tetap sesuai dengaddan yang terakhir.

Kata ” teratur” menunjukkan bahwa semua kegiatamshoerlandaskan
peraturan perundang undangan yang sesuai, karsiiayhaakan merupakan data
bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan pembuokiya tidak selalu sama
dalam hukum negara negara yang menyelenggarakaafpeian tanah.

Data yang di himpun pada dasarnya meliputi 2 (8iggng, yaitu:

2 |bid, pasal 1 butir (1)
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1. Data fisik mengenai tanahnya seperti : lokasimaas batasnya, luasnya,
bangunan dan tanaman yang ada di atasnya.

2. Data yuridis mengenai haknya, seperti : haknya sippa pemegang haknya,
ada atau tidak adanya hak pihak lain.

Yang dimaksudkan dengan “wilayah” adalah wilayah satean
administrasi pendaftaran, yang bisa meliputi sélunegara. Kata-kata "tanah
tertentu” menunjuk kepada objek pendaftaran taala kemungkinan bahwa
yang didaftar hanya sebagian tanah yang dipunyajatehak yang ditunjuk.

Urutan kegiatan pendaftaran tanah adalah “penguanfudtanya,
"pengolahan” datanya atau "processingnya’, "penynmannya’ dan kemudian
"penyajiannya”. Bentuk penyimpanannya bisa berugsan, gambar/peta dan
angka angka diatas kertas, mikro film atau denganggunakan bantuan
komputer. Kegiatan - kegiatan tersebut meliputiik bdata pendaftaran untuk
pertama kali maupun pemeliharaannya kemudian. Dakangertian “penyajian”
termasuk penerbitan dokumen informasi kepada piljakg memintanya,
berdasarkan data yang dihimpun. Berdasarkan datg gitnimpun diterbitkan
surat tanda bukti haknya.

Asas- asas Pendaftaran tanah
Menurut ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerinnta®4n@ahun 1997 tentang
Pendaftaran tanah, pendaftaran tanah dilaksanaatagarkan asas sederhana,
aman, terjangkau, mutakhir dan terbdka.
» Sederhana
Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudketgmtuan ketentuan
dan prosedurnya dapat dipahami dengan mudah olémak pihak yang
berkepentingan terutama para pemegang hak atds tana
e Aman
Sedangkan asas aman dimaksudkan untuk menunjulkdamabpendaftaran

tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan desef@ngga hasilnya dapat

1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indones$ejarah Pembentukan Undang
Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, Djambatan, cet.7 (Jakarta:1997), hal.72
%2 |bid, hal.425
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memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuardgdgran tanah itu
sendiri.

Terjangkau

Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagiakpilpihak yang
memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutdaa kemampuan
golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikaandarangka
penyelenggaraan Pendaftaran Tanah harus bisa gesjanoleh para pihak
yang memerlukan.

Mutakhir

Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yanag memadalam
pelaksanaanya dan keseimbangan dalam pemelihaganyd. Data yang
tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhniiukUitu perlu diikuti
kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan geanbgang terjadi di
kemudian hari. Asas mutakhir menuntut dipeliharadgta pendaftaran tanah
secara terus menerus dan berkesinambungan, sehilag@ayang tersimpan
sesuai dengan keadaan nyata di lapafAgjan.

Terbuka

Asas terbuka diperlukan agar masyarakat dapat nrefepeinformasi dan
keterangan mengenai data pendaftaran tanah yaag ben

Tujuan Pendaftaran Tanah

Dalam peraturan pemerintah yang menyempurnakanupanaPemerintah

no.10 tahun 1961 ini tetap dipertahankan tujuangistem yang digunakan, yang

pada hakekatnya sudah ditetapkan dalam Undang grielakok Agraria, yaitu :

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungakuim kepada

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan susah dan hak hak lain
yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membukiikaya sebagai

pemegang hak yang bersangkutan.

Untuk menyediakan informasi kepada pihak pihak ydegkepentingan

termasuk pemerintah, agar dapat dengan mudah oegpaperoleh data yang

% Indonesia, Peraturan Pemerintah no.24 tahun ¥99@rtgPendaftaran tanah,
penjelasan pasal 2
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diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mendheng bidang
tanah dan satuan satuan rumah susun yang sudaftdaerd

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahTerselenggaranya
pendaftaran tanah yang baik merupakan dasar dawujoeian tertib
administrasi dibidang pertanahan. Untuk mencapgbtadministrasi tersebut
setiap bidang tanah dan satuan rumah susun terrpasakhan pembebanan

dan hapusnya wajib didaft&t.

Tujuan pendaftaran tanah pada butir a tersebuadiaterupakan
tujuan utama dari penyelenggaraan pendaftaran tasaperti yang
diamanatkan oleh pasal 19 ayat 1 Undang Undang m@&miahun 1960
tentang Peraturan dasar Pokok Pokok Agraria.

Pendaftaran tanah tersebut bukan hanya untuk manjkepastian
hukum tetapi juga untuk perlindungan hukum bagagsmegang haknya.

Disamping itu dengan terselenggaranya pendaftaeraht juga
dimaksudkan terciptanya suatu pusat informasi mmenigéidang bidang
tanah sehingga pihak yang berkepentingan termaswkepntah dengan
mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalengatdakan perbuatan
hukum mengenai bidang bidang tanah dan satuannsaib@ah susun yang
sudah di daftar. Terselenggaranya pendaftaran ts@edra baik merupakan
dasar dan  perwujudan tertib administrasi di “bidgregtanahan. Tertib
administrasi berarti juga bahwa seluruh berkas rkadse dari Kantor
Pertanahan tersebut harus sudah tersimpan dendaddmateratur sehingga
sangat mudah sekali jika akan mencari suatu datg ggerlukan, terbukti
dari adanya sejumlah buku buku yang tersedia datemunjang pendaftaran
tanah tersebut.

Sistem pendaftaran tanah
Sistem pendaftaran tanah mempermasalahkan:

* Apa yang didaftar

4 |bid, pasal 3
% A.P. Parlindungarfendaftaran Tanah Di Indonesia, cet.1 (Bandung: 1999),
hal.79
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* Bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridisnya
* Bentuk tanda bukti hak nya.

Ada dua macam sistem pendaftaran tanah , yaitensipendaftaran
akta dan sistem pendaftaran hak. Baik dalam sip@mdaftaran akta maupun
sistem pendaftaran hak, tiap pemberian atau metkapt hak baru serta
pemindahan dan pembebanannya dengan hak lain kemiairus dibuktikan
dengan suatu akta. Dalam akta tersebut denganrisgadakan dimuat data
yuridis tanah yang bersangkutan, perbuatan hukumhgknya, penerima
haknya, dan hak apa yang dibebankan.

1. Sistem pendaftaran akta ( Registration of deeds)
Dalam sistem pendaftaran akta, akta-akta itulaly yagaftar oleh Pejabat
Pendaftar Tanah (PPT). Dalam sistem pendaftaraa, &®T bersikap
passif, dia tidak melakukan pengujian kebenaraa gang disebut dalam
akta yang didaftar.Apabila terjadi pemindahan halaka notaris akan
membuatkan akta transportnya, dan dalam hal pembabhak, akan
dibuat borderelnya,. Maka akta transport dan betdga itulah yang akan
didaftar oleh PPT, dan setelah dibubuhi tanda gearda, diserahkan
kepada pembeli selaku pemegang haknya yang barkrddiur sebagai
pemegang hypotiknya, sebagai tanda bukti hakfSetiap kali terjadi
perubahan, wajib _dibuatkan akta sebasgai buktiMaka dalam sistem
ini, data yuridis yang diperlukan harus dicari dalakta-akta yang
bersangkutan. Cacat hukum pada suatu akta dapajakibatkan tidak
sahnya perbuatan hukum yang dibuktikan dengan sktzg dibuat
kemudian. Untuk memperoleh data yuridis harus dikak apa yang
disebut " Title Research” yang bisa memakan waldn Oiaya, karena
harus dilakukan oleh seorang ahli.

2. Sistem pendaftaran hak (Registration of titf&s)

% Boedi HarsonpHukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang
Undang Pokok Agraria, is dan pelaksanannya, Djambatan,cet.7 (Jakarta: 1997), hal.75
27 :
Ibid

8 Sistem ini pertama kali diciptakan oleh RobertHard Torrens, system baru
yang lebih sederhana dan memungkinkan orang meiepeketerangan dengan cara yang mudah
tanpa harus mengadakan “ Ttle Search “ pada alttayang ada, system ini kemudian dikenal
dengan system Torrens
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Dalam sistem pendaftaran hak, setiap penciptaarbakdan perbuatan-
perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemugliga harus
dibuktikan dengan suatu akta. Tetapi dalam penygel@maan
pendaftarannya, bukan aktanya yang didaftar, meainhaknya yang
diciptakan dan perubahan perubahannya kemudiana Akérupakan
sumber datanya. Untuk pendaftaran hak dan perubpkambahannya
yang terjadi kemudian disediakan suatu daftar iSlakkta pemeberian
hak berfungsi sebagai sumber data yuridis untuk daifter hak yang
diberikan dalam buku tanah. Demikian juga akta pelainan hak dan
pembebanan hak juga berfungsi sebagai sumber ddtk mendaftar
perubahan — perubahan pada haknya dalam buku yangtbersangkutan.
Jika terjadi perubahan tidak dibuatkan buku tananu,b melainkan
dibuatkan pencatatannya dalam ruang mutasi yargglidisan pada buku
tanah yang bersangkutan. Sebelum dilakukan pemdaftaaknya dalam
buku tanah, dan pencatatan perubahannya kemudien,RPT dilakukan
pengujian terhadap kebenaran data yang dimuat da&ta yang
bersangkutan. Berbeda dengan PPT dalam sistemffsadaakta, dalam
sistem pendaftaran hak, PPT bersikap aktif. Dalaters pendaftaran hak,
buku tanah di simpan oleh PPT dan terbuka bagi usebagai tanda
bukti hak, diberikan Sertipikityang merupakan salinan register.
Sistem pendaftaran tanah yang digunakan di Indareghlah sistem

pendaftaran hak (Registration of titles), bukartesis pendaftaran akta. Hal

tersebut tampak dengan adanya buku tanah sebagando yang memuat

data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan dksay serta diterbitkannya

sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang thdaf

Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf d&nmhigk atas

satuan rumah susun didafatar dengan membukukanaigan douku tanah,

yang memuat data yuridis dan data fisik bidanghayang bersangkutan dan

29 Dalam bahasa inggeris dikenal dengan “registatasgkan berdasarkan

Peraturan Pemerintah nomor. 10 tahun 1961 dikesrajah Buku Tanah.

% Sertipikat tanah terdiri dari salinan buku tanah durat ukur yang dijilid menjadi

satu dalam sampul dokumen. Dalam Peraturan Pemenamor 10 tahun 1961, semua data yang
terdapat dalam buku tanah dicantumkan juga padaasalya yang merupakan bagian dari
sertipikat.
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sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula padaskuatersebut. Pembukuan
dalam buku tanah serta pencatatannya pada surattersebut merupakan
bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemelgakmgya dan bidang
tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secaraurhuktelah
didaftar>*Untuk kepentingan pemegang hak yang besangkutanbidian
sertipikat sesuai dengan data fisik yang ada dalanat ukurdan data yuridis
yang yang telah didaftar dalam buku tanah.

Sistem publikasi

Pada garis besarnya,dikenal dua sistem publikadiu ysistem
publikasi positif dan sistem publikasi negatif.
» Sistem publikasi positif

Dalam sistem publikasi positif, selalu ~menggunakarstem
pendaftaran hak, maka mesti ada register atau bakah sebagai bentuk
penyimpanan dab penyajian data yuridis dan sedipilak sebagai surat
tanda bukti hak. Pendaftaran atau pencatatan sageorang dalam register
sebagai pemegang haklah yang membuat orang megattgang hak atas
tanah yang bersangkutan, bukan perbuatan hukumngdehl@an hak yang
dilakukan. Orang boleh mempercayai penuh data yadisgjikan dalam
register. Bagi orang yang akan membeli tanah ataditkr yang akan
menerima tanah sebagai agunan kredit yang akanildihbetidak perlu ragu
ragu mengadakan perbuatan hukum dengan pihak yamgnya tedaftara
dalam register sebagai pemegang hak.

Dalam sistem publikasi positif orang yang dengakad baik dan
nengan pembayaran memperoleh hak dari orang yanmme terdaftar
sebagai pemegang hak dalam register, memperolehydads tidak dapat
diganggu gugat dengan didaftarakan namanya sepagsgang hak dalam
register, begitupun jika terbukti kemudian bahwang/aerdaftar sebagai
pemegang hak tersebut bukan pemegang hak yangasehan

» Sistem publikasi negatif

31 IndonesiaPeraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah, PP No.24 tahun 1997,
LN No. 59 tahun 1997, TLN No. 3696, pasal 29
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Dalam sistem publikasi negatif, bukan dititik b&eat pada
pendaftaran, tetapi sahnya perbuatan hukum yangkulidn yang
menentukan berpindahnya hak kepada pembeli. Panaiaftidak membuat
orang yang memperoleh tanah dari pihak yang tidakhdk, menjadi
pemegang haknya yang baru.

Dalam sistem publikasi negatif ini berlaku suatasayang dkenal
sebagai Nemo plus jurié, maka data yang disajikan dalam pendaftaran
dengan sistem publikasi negatif tidak boleh dipgacabegitu saja
kebenarannya. Negara tidak menjamin kebenaran ykatg disajikan..
Biarpun sudah melakukan pendaftaran, pembeli setedsin menghadapi
kemungkinan gugatan dari orang yang dapat memlarktibahwa dialah
pemegang hak yang sebenarfiielemahan sistem negdfifadalah bahwa
pihak namanya tercantum sebagai pemegang hak dalikm tanah dan
sertipikat selalu menghadapi kemungkinan gugatam pidak lain yang
merasa mempunyai tanah itu.

Sistem publikasi yang digunakan oleh Pereturan Hatak nomor24
tahun 1997, adalah tetap seperti yang digunakaandg@endaftaran tanah
menurut Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 19&ity Ysistem publikasi
negatif tetapi yang mengandung unsur positif, karakan menghasilkan
surat surat tanda bukti yang berlaku sebagai aatbpktian yang kuat.
Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 19 ayat (2f bupasal 23 ayat (2),
pasal 32 ayat(2) dan pasal 38 ayat (2) UUPA.

Dalam sistem publikasi negatif murni tidak akam gaernyataan

seperti tersebut diatas. Pernyataan tersebut meuggn arti bahwa

32 Azas ini berasal dari hukum romawi yang lengkaphpemo plus juris in alium
transferre potest quam ipse habet”. Orang tidakadapenyerahkan atau memindahkan hak
melebihi apa yang dia sendiri punyai.

% Boedi HarsonoHukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang
Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya,Djambatan, cet.7(Jakarta:1997), hal.80

% Umumnya kelemahan tersebut diatasi dengan adaewyaga acquisitieve
verjaring yaitu memperoleh hak milik karena lampguwaktu. Lembaga ini tidak dikenal dalam
hukum tanah kita, Tetapi dalam hukum adat terdégabaga yng digunakan untuk mengatasi
kelemahan system publikasi negative dalam penmdafttanah yaitu lembaga rechtverwerking.
Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktuabiarkan tanahnya tidak dikerjakan,
kemudian tanah itu dikerjakan orang lain yang mewiplnya dengan itikad baik, maka hilanglah
haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. Keten dalam UUPA yang menyatakan
hapusnya hak atas tanah karena diterlantarkanl pasa4 UUPA)

% bid, Hal.431
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pemerintah sebagai penyelenggara pendaftaran taaals berusaha agar
sejauh mungkin dapat disajikan data yang benandalaku tanah dan peta
pendaftaran, Hingga selama tidak dapat dibuktikaelpakknya, data yang
disajikan dalam buku tanah dan peta pendaftaranshditerima sebagai
bukti yang benar.Baik dalam perbuatan hukum sefharn, maupun dalam
berperkara di pengadilan. Demikian pula data yangudt dalam sertipikat
hak, sepanjang data tersebut sesuai dengan yandatada buku tanah dan
peta pendafataran.
Tetapi walaupun demikian sistem publikasinya jugikam sistem

publikasi positif. Dalam sistem publikasi positiditd yang disajikan dijamin
kebenarannya. Bukan hanya berlaku sebagai alatyleiab yang kuat dan

data yang di muat dalam register mempunyai dayspknan yang mutlak.

Kekuatan Pembuktian sertipikat

Setelah mengetahui bahwa sistem publikasi yangndigan dalam
sistem pendaftaran tanah yang berdasarkan UUPAatadastem publikasi
negatif yang mengandung unsur positif. Kandungasuupositif ini dapat
dilihat dengan adanya sertipikat sebagai a;lat piardn yang kuat.

Sehubungan dengan itu maka dalam rangka membekpastian
hukum kepada para pemegang hak atas tanah danMHkkatas Satuan
Rumah Susun, dalam penjelasan resmi pasal 32 gyRefaturan Pemerintah
nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahemskan mengenai arti
dan persyaratan pengertian Sertipikat sebagai patbuktian yang kuat.
Dijelaskan bahwa sertipikat merupakan alat pembuokyiang kuat mengenai
data fisik dan data yuridis yang termuat didalammsgganjang data fisik dan
data yuridis tersebut sesuai dengan data yangadmdurat ukur dan buku
tanah yang bersangkutan. Ini berarti bahwa seladak tdapat dibuktikan
sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tetwan didalamnya harus
diterima sebagai data yang benar, baik dalam miktakperbuatan hukum

sehari hari maupun dalam berperkara di pengatfilan.

% Boedi Harsono, Hukum Agraria Indones$ejarah Pembentukan Undang
Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, cet.7, (Jakarta:1997), Hal.431
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Sebagai kelanjutan dari pemberian perlindungan mmukapada para
pemegang sertipikat hak tersebut, Dinyatakan dalasal 32 ayat (2) bahwa:

” dalam hal atas suatu bidang tanah sudah ditente&gipikat secara
sah atas nama orang atau badan hukum yang menipeavieh tersebut
dengan itikad baik dan secara nyata menguasaingika mihak yang merasa
mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menymelaksanaan hak
tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejskliltkannya sertipikat itu
tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepadesegang sertipikat dan
Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atatigagk mengajukan
gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanapeatarbitan sertipikat
tersebut.”

Dengan adanya pernyataan tersebut maka sertipikaipakan alat
pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaranaht yang
diselenggarakan adalah dalam rangka memberikamgnkepastian hukum

di bidang pertanahan, menjadi tampak dan dirasakapraktisnya’

KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH

Kegiatan pendaftran tanah meliputi kegiatan peadaft tanah untuk
pertama kali dan kegiatan pemeliharaan data yarspdi®® Pendaftaran
tanah tersebut meliputi pendaftaran awal (recordintitle) dari segala hak -
hak yang harus didaftarkan pada awal berlakunyaatyg@n pemerintah
nomor 10 tahun 1961 yang diperbaiki dengan penatpeanerintah nomor 24
tahun 1997 ini, yaitu dari ketentuan konversi h&ak atas tanah seperti hak-
hak yang tunduk kepada Kitab Undang Undang Hukunde®&, dan tanah
tanah bekas hak milik ad&t.

Juga pendaftaran ini meliputi pemeliharaan datadafaran tanah
ataupun selalu ada pemuktahiran pendaftaran taavadn meliputi continuous
recording, yaitu setiap mutasi, pengikatan hak gangan, dan pemberian

*" Ibid, Hal.432
% peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentandgitaran tanah, pasal 11

%9 A.P ParlindungarPendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Madju, cet.1

(Bandung: 1999), hal. 88
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hak baru harus terus terekam, dan segala hal hgllyarkaitan dengan tanah
tersebut, seperti apabila tanah tersebut disitabekdikan karena
kewarganegaraan pemegang haknya, karena pewarisdang dan
sebagainy&’

2.2.1. Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk Pertama kia

Pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial regi®on) meliputi 3
(tiga) bidang kegiatan, yaitu :

» Bidang fisik atau "teknis kadastral”

Kegiatan di bidang fisik mengenai tanahnya, untwmperoleh data
mengenai letaknya, batas-batasnya, luasnya, bandaragunan dan / atau
tanaman-tanaman penting yang ada di atasnya. Belglastikan letak tanah
yang akan dikumpulkan data fisiknya, kegiatannyauliai dengan penetapan
batas-batasnya serta pemberian tanda-tanda bat#sp dsudutnya. Diikuti
dengan pengukuran dan pembuatan petanya. Pendtaiandilakukan oleh
PPT, berdasarkan penunjukan oleh pemegang hak taft@sh yang
bersangkutan, yang disetujui oleh para pemegang dtak tanah yang
berbatasan. Kegiatan teknis kadastra ini menglasilgeta pendaftaran
yangbmelukiskan semua tanah yang ada di wilayakdgiran yang sudah
di ukur. Untuk tiap bidang tanah yang haknya diatadibuatkan apa yang di
sebut surat ukur.

» Bidang yuridis

Kegiatan bidang yuridis bertujuan untuk memperaleta mengenai
haknya, siapa pemegang haknya, dan ada atau tedakya hak pihak lain
yang membebaninya. Pengumpulan data tersebut meakmu alat
pembuktian yang berupa dokumen dan lain lain.

* Penerbitan dokumen tanda bukti hak

Bentuk kegiatan pendaftaran dan hasilnya, termaapk yang

merupakan surat tanda bukti hak, tergantung pastansipendaftaran yang

40 1bid, hal. 89
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digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tafeth rmegara yang
bersangkutart:'

Pendaftaran untuk pertama kali adalah kegiatan aferduntuk
pertama kalinya sebidang tanah yang semula beludaftdi menurut
ketentuan peraturan pendaftaran tanah yang benstamgk

Pendaftaran tanah menggunakan sebagai dasar aidjeknssatuan
bidang tanah yang di sebut pefsiKegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
proses pendaftaran untuk pertama kali , meliputgpenpulan dan penetapan
kebenaran data fisik dan data yuridis tersebut meaigsatu atau beberapa
objek pendaftaran tanah yang dilakukan untuk keperlpendaftarannya,
disebut kegiatan adjudikasi.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dajakkukan
melalui 2 (dua) cara, yaitu :

a. Secara sistematik

Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatataftaran tanah
untuk pertama kali yang dilakukan secara serentadliputi semua objek
pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilegt@u bagian wilayah
suatu desa atau kelurahan. Umumnya prakarsanyagdadaai pemerintah.

b. Secara sporadik

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatagaftaran tanah
untuk pertama kali mengenai satu atau beberapek gigndaftaran tanah
dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desaatauratean secara
individual atau massal, yang dilakukan atas peimaimt pemegang atau
penerima hak atas tanah yang bersangKiitan.

Pendaftaran tanah secara sistematik diutamakaen&anelalui cara
ini akan mempercepat perolehan data mengenai bidamtang tanah yang

akan didaftar daripada melalui pendaftaran tanataraesporadik. Tetapi

“1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarami@ntukan Undang Undang

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambattr/ o Jakarta:1997), hal. 73-74

2 Bagian bagian permukaan bumi tertentu yang besbdtn berdimensi dua,

dengan ukuran luas yang umumnya dinyatakan dalaterrmpersegi ( lihat buku Boedi Harsono,
Hukum agrarian Indonesia, Sejarah pembentukan Umpddndang Pokok Agraria, isi dan
pelaksanaannya, hal. 73)

43 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejaranti@tukan Undang Undang

Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatti7 o Jakarta:1997) , Hal.74

Universitas Indonesia

Pelaksanaan putusan..., Christianingrum, FHUI, 2012



27

karena prakarsanya datang dari pemerintah, dipmrlukvaktu untuk
memenuhi dana, tenaga dan peralatan yang diperlikaka pelaksanaanya
harus didasarkan pada suatu rencana kerja yangutigingka waktu agak
panjang dan rencana pelaksanaan tahunan yang dgtkah melalui uji
kelayakan agar berjalan lancar.

Disamping pendaftaran tanah secara sistematik, gbamdn tanah
secara sporadik juga akan ditingkatkan pelaksaryaankarena dalam
kenyataannya akan bertambah banyak permintaan un&ndaftar secara
individual dan massal yang diperlukan dalam pelafkaa pembangunan,
yang akan makin meningkat kegiatanfiya.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali pugli

Pengumpulan dan pengolahan data fisik

Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan datg fiertama-
tama dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaagiaté® ini meliputi:
1. Pembuatan peta dasar pendaftaran

Peta dasar pendaftaran menjadi dasar untuk penmbupé&da
pendaftaran. Penyiapan peta dasar pendaftarariukiperagar setiap biadang
tanah yang didaftar dijamin letaknya secara pkatena dapat direkonstruksi
dilapangan setiap saat.

Kegiatan - Pendaftaran tanah secara sistemasik dimdgagan
pembuatan peta dasar pendaftaran. Di wilayah wilaspang belum ditunjuk
sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistemlatikBadan Pertanahan
nasional diusahakan tersedianya peta dasar peradaftantuk keperluan
pendaftaran tanah secara sporddik.

Untuk keperluan pembuatan peta dasar pendaftardanBRertanahan
Nasional menyelenggarakan pemasangan, pengukurametgan, dan
pemeliharaan titik dasar teknik nasional di setidatbupaten kotamadya
Daerah tingkat 1. Pengukuran untuk pembuatan pmitsar pendaftaran

diikatkan dengan titik-titik dasar teknik nasiorsgbagai kerangka dasarnya.

“‘Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonessgjarah Pembentukan Undang Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, cet.7, (Jakarta:1997), hal.428

* Indonesia, Peraturan Pemerintah Pendaftaran T&fahpmor 24 tahun 1997 ,
pasal 15
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Jika suatu daerah tidak ada atau belum ada titikdasar nasional, dapat
digunakan titik-titik dasar teknik lokal yang befas sementara,
yangbkemudian diikatkan dengan titik dasar tekrigional*®

2. Penetapan batas bidang-bidang tanah

Untuk memperoleh data fisik ysng diperlukan bidémdang tanah
yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkankng& batasnya, dan
menuntut keperluannya ditempatkan tanda-tanda blatsetiap sudut bidang
tanah yang bersangkutan. Dalam penetapan batasbuérsliupayakan
penataan batas berdasarkan kesepakatan para pahak bgrkepentingan,
untuk memperoleh bentuk yang tertata dengan bajklbdang-bidang tanah
yang semula kurang baik bentukriya.

Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunygamlesuatu hak
yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftapité&@um ada surat ukur
atau gambar situasinya atau surat ukur atau gasihasinya tidak sesuai
lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukarasemichn penunjukkan
batas oleh pemegang hak yang bersangkutan, dapasedangkin disetujui
oleh para pemegang hak atas tanah yang berb4fasan.

Jika dalam penentuan batas-batas tersebut tidakmulkan
kesepakatan antara pemegang hak dangan pemegang@tasakanah yang
berbatasan, atau pemegang hak atas tanah yangtaserbaidak hadir,
biarpun sudah dilakukan pemanggilan, merupakan jkeavabagipemegang
hak atas tanah yang bersangkutan untuk menmpegitas-tbatas pada sudut-
sudut bidang tanah yang dipunyainya dan selanjutmmeliharany4’

3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah darbupésn peta
pendaftaran

Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batasing diukur dan
selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftdraok bidang tanah yang
luas, pemetaannya dilakukan dengan cara membuatt@eiendiri, dengan

menggunakan dta yang diambil dari peta dasar pewdafdan hasil ukuran

“% Ibid, pasal 16
" |bid pasal 17
“8 |bid, pasal 18
9 bid, pasal 19
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batas tanah yang akan dipetakan. Jika dalam wilpgataftaran tanah secara
sporadik belum ada peta dasar pendaftaran, daganakan peta lain,
sepanjang peta tersebut memenuhi persyaratan tektik pembuatan peta
pendaftaran, misalnya peta dari instansi pekerjgarum atau instansi
pajak>°
4. Pembuatan daftar tanah

Bidang atau bidang-bidang tanah yang sudah dipetadtau
dibukukan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaibukukan dalam
daftar tanah, yang bentuk dan isi, cara pengisipenyimpanan,
pemeliharaannya akan diatur oleh menteri.
5. Pembuatan surat ukur

Untuk keperluan pendaftaran haknya, bidang-bidangt yang sudah
diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaranatidan surat ukdf

Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pemlwan haknya
Dalam pengumpulan dan pengolahan data yuridis keadperbedaan
antara pembuktian hak-hak baru dan hak-hak lama.
1. Hak-hak Baru
Dalam pasal 23 Peraturan Pemerintah nomor 24 taB@i tentang
pendaftaran tanah, ditentukan bahwa untuk kepepeadaftaran:
 Hak atas tanah baru, data yuridisnya dibuktikan gdenpenetapan
pemberian hak dari pejabat yang berwenang memiverii@k yang
bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku. Akbia APPAT yang
memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang halk rkdpada
penerima hak yang bersangkutan.
« Hak Pengelolaan dibuktikan dengan Penetapan peambetak
Pengeloalaan oleh pejabat yang berwenang.
» Tanah Wakaf, dibuktikan dengan akta ikrar wakatftinpau dari sudut

objeknya, pembukuan tanah wakaf merupakan pendaftantuk pertama

0 |bid Pasal 20
*! |bid pasal 21
*2 |bid pasal 22
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kali, meskipun bidang tanah yang bersangkutan getygla sudah didaftar
sebagai tanah hak milik.

* Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dibuktikan dergéa pemisahan,
pembukuannya merupakan pendaftaran untuk pertamabkapun hak
atas tanah tempat bangunan gedung rumah susun bensgngkutan
berdiri sudah terdaftar.

* Pemberian Hak Tanggungan dibuktikan dengan Akta beean Hak
Tanggungan®

2. Hak-hak lama

Untuk pembuktian hak-hak atas tanah yang sudaldadderasal dari
konversi hak-hak lama data yuridisnya dibuktikamgbn lat-alat bukti
mengenai adanya hak-hak tersebut, berupa buktdligeriteterangan saksi dan
atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kelberya oleh panitia
adjudikasi/ Kepala Kantor Pertanahan dianggap cukupk mendaftar hak,
pemegang hak, dan hak-hak pihak lain yang membejsi

Pembukuan hak dalam hal tidak atau tidak lagi tkasgecara lengkap
alat-alat pembuktian pemilikan yang tertulis, katgan saksi ataupun
pernyataan yang bersangkutan yang dapat diperah@nkrannya mengenai
kepemilikan tanah yang bersangkutan. Dalam hal ykmgikian pembukuan
haknya dapat dilakukan tidak didasarkan pada bpgmnilikan, melainkan
pada bukti penguasaan fisik tanahnya yang teladkwhkiin oleh pemohon
pendaftaran dan pendahulu pendahulunya selama&@uh ) tahun atau
lebih secara berturut-turtt.

3. Pembukuan Hak

Pembukuan hak dalam buku tanah serta pencatatgadgasurat ukur
merupakan bukti, bahwa hak yang bersangkutan laepernegang haknya
dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat skaara hukum telah

didaftar>®

%3 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejaranfi@mtukan Undang Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambattr/ o Jakarta:1997), Hal.444

** IndonesiaPeraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah, PP No.24 tahun 1997, LN
No. 59 tahun 1997, TLN No. 3696, pasal 24 ayat (1)

% |bid, Pasal 24 ayat (2)

Universitas Indonesia

Pelaksanaan putusan..., Christianingrum, FHUI, 2012



31

Pelaksanaan pembukuan diatur dalam pasal 30 Pera®e@merintah

nomor 24 tahun 1997. Atas dasar alat bukti dardectara pengesahan, hak

atas bidang tanabh:

Yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap tidak ada yang
disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buiahta

Yang data fisik atau data yuridisnya belum lengklap tidak ada yang
disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam bulahtdengan catatan
mengenai hal hal yang belum lengkap.

Yang data fisik dan atau data yuridisnya disendgdaata tetapi tidak
diajukan gugatan ke pengadilan, dilakukan pembukymrdalam buku
tanah, dengan catatan mengenai adanya sengketiauers

Yang data fisik dan atau data yuridisnya disendteetadan diajukan
ngugatan dpengadilan, tetapi tidak ada perintah jpangadilan untuk
status quo dan tidak ada putusan penyitaan dariggoéoan,
dilakukanpembukuannya dalam buku tanah, dengartacataengenai
adanya sengketa tersebut dan hal hal yang disexkgiet

Yang data fisik dan atau data yuridisnya disenddeetadan diajukan
gugatan ke Pengadilan, serta ada perintah untiisstpio atau putusan
penyitaan dari pengadilan, dilakukan pembukuanrgi@nd buku tanah
dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan lhkirhgang
disengketakan serta mencatat didalmnya adanyaatsita perintah status

quo tersebut.

. Penerbitan sertipikat

Sertipikat sebagai surat tanda bukti hak, ditedantkuntuk kepentingan
pemegang hak yang bersangkutan, sesuai denganfisiitayang ada
dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didafalam buku tanah.
Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yemganya tercantum
dalam buku tanah yang bersangkutansebagai pemégéregau pihak lain
yang dikuasakan olehnya.

%% |bid, pasal 29
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Jika dalam buku tanah terdapat catatan yangb megkyarmata yuridis
atau catatan yang menyangkut data fisik maupun ydatdis, penerbitan
sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang beksaag di hapus.
Penyajian data fisik dan data yuridis

Dalam rangka penyajian data fisik dan data yurithgsutama untuk

memberi kesempatan kepada pihak pihak yang beriiegan dengan mudah

memperoleh keterangan yang diperlukan, Kepala KarRertanahan

menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanahabdaffar umum, yang

terdiri atas peta pendaftaran, daftar tanah, suaat, buku tanah dan daftar

nama.

C.

2.2.2.

Penyimpanan daftar umum dan dokumen

Dokumen dokumen yang merupakan alat pembuktian y&aigh
digunakan sebagai dasar pendaftaran, diberi tagdgemal dan disimp[an
dikantor pertanahan atau ditempat lain yang dike@apoleh menteri,
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftamu.

Dengan izin tertulis _dari menteri atau pejabat yalynjuknya dapat
diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumeng yaersangkutan
kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaesatugasnya.
Secara bertahap data pendaftaran tanah disimpardidajikan dengan
menggunakan peralatan elektronik dan mikro filmnyf@panan dengan
menggunakan peralatan - elektronik dan dalam bentilika fakan

menghemat tempat dan mempercepat akses pada dgtdiparlukarr’

Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah

Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatagaftaran tanah

untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis rdatgeta pendaftaran, daftar

tanah, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, datipikat dengan perubahan-

perubahan yang terjadi kemudian. Perubahan itulmysaerjadi sebagai akibat

beralihnya, dibebaninya atau berubahnya nama pergédgk yang telah didaftar,

°" Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejaranfmtukan Undang

Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Dgaanb cet.7, (Jakarta:1997),Hal.454-455
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hapusnya atau diperpanjangnya jangka waktu hak ysndah berakhir,
pemecahan, pemidahan, penggabungan bidang tanah hgkmya sudah bisa
didaftar. Agar data yang tersedia di Kantor Petianasesuai dengan keadaan
yang mutakhir,
Dalam ketentuan pasal 36 Peraturan Pemerintah nmopiaahun 1997
menyebutkan :
(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukanlagebadi perubahan pada
data fisik atau data yuridis objek pendaftaran iayeng telah didaftar.
(2) Pemegang hak vyang bersangkutan wajib mendaftarkamubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kant@anBkan.

Perubahan data fisik terjadi kalau diadakan pemisapemecahan atau
penggabungan bidang bidang tanah sudah didaftarb&®an data yuridis terjadi
misalnya kalau diadakan pembebanan atau pemindadlaratas bidang tanah
yang sudah didaftaf’

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang berk&anjmaka apabila
terjadi perubahan data fisik ataupun data yuridisu$ sudah terekam dalam
segala buku atau daftar yang terdapat di KantoraR&nan. Pemeliharaan data
pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perabgbada data fisik ataudata
yuridis objek pendaftaran tanah yang telah didaf@emegang hak yang
bersangkutan wajib-mendaftarkan perubahan yanghgkstan kepada Kantor
Pertanahan.

Pemeliharaan data karena pemindahan hak yang tidaknelalui lelang

Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, pindethapasal 37 menyebutkan:

(1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas saturaah susun melalui jual
beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam peassghdan perbuatan
hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan rhalalui lelang
hyanya dapat didaftarkan jika dibuktikan denganaagkang dibuat oleh
PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturamgang undangan

yang berlaku.

®8 IndonesiaPeraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah, PP No.24 tahun 1997,
LN No. 59 tahun 1997, TLN No. 3696, penjelasan pasa
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Dalam keadaan tertemntu sebagaimana yang ditentokaeim Menteri
Kepala Kantor Pertanahan dpat mendaftar pemind&laénatas bidang
tanah hak milik yang dilakukan diantara perorangarga negara Indonesia
yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat dRFPAT tetapi yang
menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadagnkeebnnya dianggap
cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersaagkt

Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) gixduikan dalam
keadaan tertentu yaitu untuk daerah - daerah yangercil dan belum
ditunjuk PPAT Sementara sebagaimana dimaksud daksal 7 ayat (2)
Peraturan Pemerintah nomr.24 tahun 1997 tentandaaran Tanah, untuk
memudahkan rakyat melaksanakan perbuatan hukumemeitanah.

Pada prinsipnya mutasi hak, pengikatan hak tanggundan
sebagainya harus melalui seorang PPAT, namun adeeqoualian yang
dimungkinkan jika menurut penilaian Kepala Kant@rtBnahan dapat juga
diterima sebelum diangkat seorangb PPAT -sementamatukb bentuk
peralihan yang lain yang bukan dilakukan di haddpBAT. Barangkali juga
ada putusan-putusan pengadilan yang menerangkiaenden dari transaksi
yang ada namun sebelum berlakunya Peraturan Peafenomor 24 tahun
1997 tidak dapat dipakai unttuk diproses dalam pgachn tanah tetapi harus
mengajukan permohonan hak kepada instansi pentesatey berhaf’

Pemeliharaan data karena pemindahan hak melalui l@ing

1)

(2)

Peralihan hak melalui pemindahan hak melalui lgang dibuat oleh
pejabat lelang, hanya dapat didaftar jika dibuktiklengan kutipan risalah
lelang yang dibuat oleh pejabat lelang, baik dalelang eksekusi maupun
lelang sukarela. Lelang eksekusi dilaksanakan #lehtor lelang Negara,
sedangkan lelang sukarela dilaksanakan oleh K&efang negara atau balali
Lelang Swasta.

Untuk menghindarkanterjadinya pelelangan umum yatak jelas objeknya,

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelumtusimdang tanah atau

*9|bid, Pasal 37
% A.P.ParlindungarPendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, cet.1,

(Bandung: 1999), Hal.133-134
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satuan rumah susun dilelang, baik dalam rangkandekksekusi maupun

lelang non-eksekusi atau sukarela, kepala kantande wajib meminta

keterangan kepada kantor pertanahanmengenaibidamgh tatau satuan
rumah susun yang akan dilelang.

Kepala Kantor Lelang wajib menolak melaksanakasmiglapabila:

a. Mengenai tanah yang sudah didaftar atau hak miklls satuan rumah
susun yang sertipikatnya aslinya tidak dapat didena atau sertipikat
yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar datiag yada di kantor
pertanahan.

b. Mengenai bidang tanah yang belum didaftar, kepaa&idgk disampaikan
surat bukti hak dan surat keterangan yang menyata&hwa bidang tanah
yang bersangkutan belum bersertipikat

c. Ada perintah pengadilan negeri untuk tidak melagkan lelang,
berhubung dengan sengketa mengenai tanah yangleusan.

Untuk keperluan pendaftaran peralihan hak yangrdieke melalui lelang,

disampaikan oleh Kepala Kantor lelang kepada Kelgaletor Pertanahan

a. Kutipan risalah lelang yang bersangkutan

b. Sertipikat

c. Bukti identitas pembeli lelang

d. Bukti pelunasan harga pembelian

Pemeliharaan data disebabkan peralihan hak karenag@warisan

(1)

(@)

Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hugada saat pemegang
hak meninggal dunia. Sejak itu para ahli waris ménpemegang haknya
yang baru. Pendaftaran hak karena pewarisan dieajibdalam rangka

memberi perlindungan hukum kepada para ahli wansdemi ketertiban tata
usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpandidajikan selalu

menunjukkan keadaan yang mutakhir.

Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisanger&i bidang tanah

hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuarah susun sebagai yang
diwajibkan menurut ketentuan dalam pasal 36, wdigerahkan oleh yang

menerima haksebagai warisan kepada kantor pertanaédipikat hak yang
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bersangkutan, surat kematian orang yang namangataéisebagai pemegang
haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Jika bidang tanah yang merupakan warisan belunftdigdavajib diserahkan

juga dokumen-dokumen yang membuktikan adanya lesktahah pada yang
mewariskan itu diperlukan, karena pendaftaran penalhaknya baru dapat
dilakukan setelah dilaksanakan pendaftaran untukamp@ kali hak yang

bersangkutan atas nama yang mewariskan.

Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pé&adan peralihan haknya
dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan samdbtbukti sebagai ahli
waris yang bersangkutan. Jika penerima warisarh ldbri satu orang dan
pada waktu peralihan hak tersebut didaftarkan w@isedengan akta

pembagian waris yang memuat keterangan bahwa laaktamah atau hak
milik atas satuan rumah susun jatuh kepada seopamgrima warisan

tertentu, pendaftaran peralihan haknya dilakukagdang kepada penerima
warisan yang bersangkutan, berdasarkan surat taridasebagai ahli waris

dan akta pembagian waris tersebut, tanpa alat kpedalihan hak lain,

misalnya akta PPAT.

Warisan berupa hak atas tanah atau hak miliksstagn rumah susun yang
menurut akta pembagian waris harus  dibagi bersamtaraa beberapa

penerima warisan atau pada waktu didaftarkan bedden akta pembagian
warisnya, didaftar peralihan haknya kepada paranrea waris yang berhak
sebagai hak bersama mereka, berdasarkan suratitakiilaebagai ahli waris

dan / atau akta pembagian waris tersébut.

Pemeliharaan data disebabkan peralihan hak karena gnggabungan atau

peleburan perseroan atau koperasi

(1) Peralihan hak atas tanah, Hak pengelolaan, atauntidkatas satuan rumah

susun karena penggabungan atau peleburan persataarkoperasi yang
tidak didahului dengan likuuidasi perseroan atapekasi y6ang bergabung
atau melebur, dapat di daftar berdasarkan akta geergbuktikan terjadinya
penggabungan atau peleburan, setelah penggabutayapedeburan tersebut

®1 IndonesiaPeraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah, PP No.24 tahun 1997, LN

No. 59 tahun 1997, TLN No. 3696, pasal 51
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disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai kateperaturan perundang
undangan yang berlaku

(2) Peralihan hak karena penggabungan atau peleburdahudii dengan
likuidasi, didaftar berdasarkan pemindahan hakrdakngka likuidasi, yang
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yaergnvbnang. Dalam
rangka likuidasi dilakukan pemindahan hak, yangakamengenai tanah
dibuktikan dengan akta PPAT.

Pemeliharaan data karena pembebanan hak

Pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanaha&tailik atas
satuan rumah susun, dan pembebanan hak Guna Bandtela Pakai, Hak
sewa Untuk Bangunan atas Hak Milik dan pembebaaengdada hak atas
tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yategtukan dengan
peraturan perundang undangan, dapat didaftar jikaktlkan dengan akta
yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Dipandang dadut Hak
Tanggungan, pendaftaran pemberian hak tanggungeupai@an pendaftaran
untuk pertama kali. Tetapi di pandang dari suduk lyang dibebani,
pencatatannya dalam bukutanah dan sertipikat hakg ylaersangkutan
merupakan pemeliharaan data pendaftaran t&hah.

Penolakan pendafataran peralihan dan pembebanan hak

(1) Dalam pasal 45 diadakan ketentuan yang mewajibk@pala Kantor
Pertanahan menolak melakukan pendaftaran peraditeanpembebanan hak
yang dimohon. Penolakan itu harus dilakukan sectmdulis, yang
disampaikan kepada yang berkepentingan, dengan abenyalasan-
alasannya, disertai pengembalian berkas permohgaaniengan tembusan

kepada PPAT atau Kepala Kantor Lelang yang bersdagk

%2 |bid, pasal 43 ayat (1)
%3 |bid, pasal 43 ayat (2)
% Ibid, pasal 44
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(2) Kepala Kantor Pertanahan wajib menolak, jika sakain syarat dibawah ini

tidak dipenuhi:

a. Sertipikat atau surat keterangan tentang keada&nates tanah tidak
sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada dikgredanahan.

b. Perbuatan hukum yang dimaksud dalam pasal 37 alpttyidak
dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalédmbg

c. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peratitean pembebanan
hak yang bersangkutan tidak lengkap

d. Tidak dipenuhinya syarat lain yang ditentukan dafsraturan perundang
undangan yang bersangkutan.

e. Tanah yang bersangkutan merupakan objek sengkpendadilan.

f. Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAdl btau dibatalkan
dengan putusan pengadilan yang telah memperolaraia@k hukum tetap.

g. Perbuatan hukum seperti yang dimaksud dalam pagalayat (1)
dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleht&aPertanahan.

Pemeliharaan data karena perpanjangan jangka waktuhak atas tanah
Pendaftaran perpanjangan jangka waktu hak atas tdilakukan
dengan mencatatnya pada buku tanah dan sertipkaydng bersangkutan,
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang m&arbgrerpanjangan
jangka waktu yang bersangkutan. Perpanjangan jamgkeu suatu hak tidak
mengakibatkan hak tersebut hapus atau terputush Kdeena itu untuk
pendaftarannya tidak perlu dibuatkan buku tanahseatipikat bar(>

Pemeliharaan data karena pemecahan, pemisahan danepggabungan
bidang tanah.
(1) Pemecahan
Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutanpskitng tanah
yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempwenian beberapa bagian,

®IndonesiaPeraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah, PP No.24 tahun 1997,
LN No. 59 tahun 1997, TLN No. 3696 , pasal 47
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yang masing-masing merupakan satuan bidang bangadestatus hukum
yang sama dengan bidang tanah semula.
(2) Pemisahan

Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutansdtribidang
tanah yang sudah didaftar dapat dipisahkan sebagénbeberapa bagian,
yangselanjutnya merupakan satuan bidang baru destgéus hukum yang
sama dengan bidang tanah semula. Bidang tanahlyasgliambil sebagian
menjadi satuan bidang yang baru, sedang bidandp tawaknya masih ada
dan tidak berubah identitasnya, kecuali mengersi tlan batasnyA.
(3) Penggabungan

Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutarhidaag tanah
atau lebih yang sudah didaftar dan letaknya besbatayang kesemuanya
atas nama pemilik yang sama, dapat digabung mesgdan bidang baru,
jika semuanya dipunyai dengan hak yang sama dasishejangka waktu

yang sama.

Pemeliharaan data karena hapusnya hak atas tanah,alk pengelolaan dan
hak milik atas Satuan Rumah Susun
(1) = Pendaftaran hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelid@maHak Milik
Atas Satuan Rumah Susun dilakukan oleh Kepala Kdotanahan
dengan membubuhkancatatan pada buku tanah dan wwnatserta
memusnahkan sertipikat hak yang bersangkutan, eercn:
a. Data dalam buku tanah yang disimpan di kantor Rahan, jika
mengenai hak hak yang dibatasi masa berlakunya.
b. Salinan Surat Keputusan Pejabat yang berwenangiebafk yang
bersangkutan telah dibatalkan atau dicabut.
c. Akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutéah te

dilepaskan oleh pemegang haknya.

% Ibid, pasal 49
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(2) Dalam hal sertipikat hak yang hapus tidk diserahkepada Kepala
Kantor Pertanahan haltersebut dicatat dalam bukahtadan surat

ukur yang bersangkutan.

Pemeliharaan data karena peralihan dan hapusnya HaRanggungan

(1) Pendaftaran peralihan hak tanggungan dilakukan atemgencatatnya pada
buku tanah dan sertipikat hak yang dibebani, bar#tas surat tanda bukti
beralihnya piutang yang dijamin karena cessie, cgjd®i, pewarisan atau
peleburan perseroan.

(2) Pendaftaran hapusnya Hak tanggungan dilakukanidesteatuan dalam UU
nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Pemeliharaan data karena perubahan nama
Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah selakgzat
pemegang hak yang ganti nama, dilakukan denganatanga dalam buku
tanah dan sertipikat hak atas tanah atau Hak Milds satuan rumah susun
yang bersangkutan, berdasarkan bukti mengenai ganta pemegang hak

tersebut, sesuai dengan ketentuan yang betlaku.

Pemeliharaan data berdasarkan putusan atau penetapeketua pengadilan

(1) Dalam pasal 55 ditentukan, bahwa panitera pengadbaik pengadilan
umum, Pengadilan tata usaha negara maupun pengaaijama, wajib
memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan enangsi semua
putusan Pengadilan-yang telah memperoleh kekuatlunnh yang tetap dan
Penetapan ketua pengadilan, yang mengakibatkaditeyp perubahan pada
data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atuan rumah susun,
untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutarse@apat mungkin juga
pada sertipikatnya dan daftar-daftar lainnya. Petaa tersebut dapat
dilakukan juga atas permintaan pihak yang berképgem, berdasarkan

6" peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentanddftaran tanah, pasal
56 dan penjelasannya
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salinan resmi putusan pengadilanyang telah mengderkékuatan hukum

tetap atau salinan penetapan ketua pengadilanbgmsgngkutan.

Pencatatan hapusnya hak atas tanah dan hak nakksatuan rumah susun
berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setefsradeh surat keputusan
mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari mextéer pejabat yang

ditunjuknya. Putusan pengadilanmengenai hapusnyaage hak harus

dilaksanakan lebih dahulu oleh Pejabat yang bemgna

Pemeliharaan data sehubungan dengan keputusan MemidNegara Agraria /
kepala BPN nomor Stahun 1997

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pada tanggal 2 juli 1997 Diterbitkan keputusan m®entNegara
Agraria/kepala BPN Nomor 9 tahun 1997 tentang pembehak milik atas
tanah untuk rumah sangat sederhana (RSS) dan R&wdérhana(RS).
Dengan keputusan itu; Hak Guna Bangunan atas tantlk RSS dan RS
atas tanah Negara, termasuk diatas tanah Hak Réra®el kepunyaan
perseorangan Warga Negara Indonesia, atas permolpen@egang hak atau
kuasanya diubah menjadi Hak Milik.

Permohonan pendaftaran perubahan Hak Guna Bangueajadi Hak Milik
tersebut diajukan kepada Kepala Kantor pertanahan

Dalam Surat menteri - Negara agrarian/ Kepala BRNjgal 2 juli 1997
nomor 500-1567 yang merupakan pengantar Kep.9/1&8@ébut dijelaskan
bahwa dengan keputusan itu, tanah Hak Guna Bangyaag memenuhi
criteria yang disebut dalam angka (1) dan (2) diagang dipunyaioleh
perseorangan Warga Negara Indonesia dinyatakarathéanpah Negara dan
sekaligus diberikan kepada bekas pemegang hakmgmaddnak milik.
Mengenai pencegahan pemusatan pemilikan tanah 83 dan RS oleh
satu orang, ditegaskan dalam suratb penjelasarebtdrs bahwa perlu
dihindari dimanfaatkannya kebijaksanaan pemerintaholeh pihak-pihak
yang bermaksud menguasai beberapa bidang tanak R&8 dan RS, dan
menjadikannyakavling yang lebih besar.

Kepala Kantor Pertanahan mendaftar perubahan stahsh Hak Guna

Bangunan menjadi Hak milik itu, dengan memberikatatan dengan tinta

Universitas Indonesia

Pelaksanaan putusan..., Christianingrum, FHUI, 2012



42

merah atau cap pada halaman pendaftaran peraldkgpada buku tanah Hak
Guna Bangunan yang bersangkutan dan sertipikagrya gada daftar umum

lainnya, yang menyatakan telah terjadinya perub&draebut.
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2.3.PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG
MENGAKIBATKAN PERUBAHAN DATA SUATU BIDANG TANAH
YANG SUDAH DI DAFTAR

Dalam system peradilan Indonesia ditentukan bahevadian yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman di bawah Mahk#&gahg meliputi
Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tatah&Jsiegara dan
Peradilan Militer dengan tugas dan wewenangnyangasiasing.. Peradilan
Umum mempunyai tugas pokok untuk menerima, memerikengadili, dan
menyelesaikan - perkara - perkara pidana dan  pergateg diajukan
kepadanya&®

Melaksanakan putusan pengadilan tentu sama sajagalen
melaksanakan isi putusan pengadilan. Dalam melaksan putusan
pengadilan bisa dilakukan dengan cara paksa apaibid&k yang kalah tidak
mau dengan sukarela melaksanakan isi putusan p&mgad yang
diperintahkan kepadanya.

Pasal 50 UU no.2 tahun 1986 tentang peradilan Urmenyatakan
bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang nksmememutus, dan
menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdaténgkat pertama.
Berangkat dari ketentuan tersebut, tampak jelasvbapengadilan tidak
hanya bertugas memutus perkara yang diajukan, itetama
menyelesaikannya hingga tuntas. Ini berarti dalaerkara perdata,
pengadilan juga berwenang melaksanakan putusaatpessebut.

Dalam pasal ‘54 ayat (2) UU no.48 Tahun 2009, tenteekuasan
kehakiman disebutkan bahwa, pelaksanaan putusayagiéan dalam perkara
perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dgiwm oleh ketua
pengadilar?’

Terdapat 2 (dua) cara dlam melaksanakan isi putisamgadilan

yaitu:

% Mohammad SalehPenerapan Asas Peradilan Sederhana, cepat, dan biaya
ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Graha cendekia, cet.1 (Bogor:2011), Hal. 11-12

% IndonesiaKekuasaan Kehakiman, UU No.48 tahun 2009, LN No.157, tahun
2009, TLN N0.5076, Pasal 54 ayat (2)
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1. Dengan jalan sukarela
2. Dengan jalan eksekusi

Bila pihak yang kalah bersedia melaksanakan putsseara sukarela,
maka jelas tindakan eksekusi tidak diperlukan. Baba jika pihak tergugat
tidak berkenan melaksanakan putusan secara sukaraka eksekusi secara
paksa harus dilaksanakdf.

Pada kasus yang diangkat dalam tesis ini, pengadikngeluarkan
putusan yang isinya mengakibatkan perubahan datmenai bidang tanah
yang sudah didaftar, dengan demikian terdapatnastgemerintah lain yang
berkepentingan berkenaan dengan adanya putusaimstansi pemerintah
yang dimaksud adalah Kantor Pertanahan ( BadaarRdran Nasional).

Mengenai hal itu Peraturan Pemerintah nomor 24ntdl997 tentang
pendaftaran Tanah telah mengaturnya secara tensgaitii dalam pasal 55,
dimana mengenai putusan yang isinya mengakibatkambphan data
mengenai bidang tanah yang sudah didaftar, adajikemnayang diberikan
kepada Panitera pengadilan untuk memberitahukanpusiusan tersebut
kapada Kantor Pertanahan.

Kewajiban tersebut diberikan kepada Panitera diondikean karena
panitera adalah pihak yang bertugas untuk melaksanautusan pengadilan
dengan dibantu oleh juru sita dan dipimpin oleh u&etPengadilan
sebagaimana ditentukan dalam pasal Dalam pasalya4(a) UU no.48
Tahun 2009, tentang kekuasan kehakiman.

Karena putusan pengadilan yang dikeluarkan itu addahengenai
perubahan data mengenai suatu bidang tanah, makek udapat
dilaksanakannya putusan tersebut diperlukan kie&tdh instansi pemerinta
yang lain diluar pengadilan yaitu Kantor PertanahBada pihak Kantor
Pertanahan putusan yang isinya mengenai perubattarsdatu bidang tanah
yang sudah di daftar haruslah diberitahukan hal uniuk kepentingan
pemeliharaan data yuridis suatu bidang tanah salatmk memberikan
kepastian hukum dibidang pertanahan hang menyarmrdgdupembuktian hak
(sertipikat) dan pemenuhan asaa muktahir di bigentanahan.

O1bid Hal. 13
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Dengan diberitahukannya isi putusan tersebut makan adapat
dilakukan proses Balik Nama dari pemegang hak y&mga kepada
pemegang hak yang baru seperti yang disebutkarmdalanyi putusan
dimaksud.

Namun demikian peraturan tersebut belum juga bisagakomodasi
macam macam model bunyi putusan pengadilan yamyaissama-sama
mengakibatkan perubahan data mengenai suatu bit#erady yang sudah
didaftar. Banyaknya sengketa yang diajukan di peiteya dengan berbagai
dasar tuntutan menyebabkan keberagaman bunyi putysa Demikian
halnya dengan putusan Mahkamah Agung dalam pekasasi yang akan
dibahas dalam Tesis ini, walaupun telah ada keaentyang mengatur
mengenai pelaksanaan putusannya, tapi sesunggugamgat sulit untiuk

dilaksanakan.

2.3.1. Putusan Perkara Perdata

Untuk mengetahui bagaimana suatu putusan pengaditan
mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan, maka selmgfarkita telaah terlebih
dahulu mengenai putusan putusan perkara perdata.

Untuk mengakhiri suatu sengketa, hakim terlebih utlahharus
mengetahui tentang duduk perkaranya, kemudian hakénentukan peraturan
hukum apa yang menguasai sengketa itu. Hakim hamnsmukan hukumnya.

Hakim dianggap tahu mengenai hukumnya (ius curigithdugas
hakim memberikan putusan setelah pemeriksaan selbssnurut Sudikno
Mertokusumo, Putusan Hakim adalah suatu pernyataag oleh hakim, sebagai
pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, apkan dipersidangan
bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan syeitkara atau sengketa
antara para pihak.

Penyelesaian perkara pengadilan dapat berupa:

* Putusan, dan

* Penetapan

1 bid Hal. 84
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Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang (&tapht van
gewijsde) apabila tidak ada lagi upaya hukum byase tersedia. Yang termasuk
dalam upaya hukum biasa adalah : Perlawanan, biddim Kasasi.

Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti makasgmu itu
tidak lagi dapat diubah sekalipun oleh pengadilaangy lebih tinggi,
kecualidengan upaya hukum yang khusus, yaitu pmmam kembali dan

perlawanan oleh pihak ketiga.

Putusan mempunyai 3(tiga) macam kekuatan, yaitu:
a. Kekuatan mengikat

Putusan hakim mengikat kedua belah pihak, yang ldinddengan
pihak bukan hanya penggugat atau tergugat sagj fega pihak ketiga yang ikut
serta dalam suatu sengketa antara penggugat dumgaer Terhadap pihak ketiga
putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat, darkgietiga dapat mengajukan

perlawanan terhadap putusan yang telah mempunkaatan pasti.

b. Kekuatan pembuktian

Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian tephpiti@k ketiga, sekalipun
tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihakg&e Putusan hakim
merupakan akta otentik yang dapat digunakan seladaabukti bagi para pihak
baik untuk mengajukan banding, kasasi atau pelalesaputusan hakim.

c. Kekuatan eksekutorial/ kekuatan untuk dilaksanakan.
Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutoriahyatmempunyai kekuatan
untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalamspatitu secara paksa oleh

alat alat Negara.

2.3.2. Pelaksanaan putusan perkara perdata yang telah menymyai

kekuatan hukum tetap

Dalam pasal 54 UU no. 48 tahun 2009 tentang kelwmaga&hakiman

disebutkan:
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(1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara piidlakakan oleh jaksa

(2) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara aedilakukan oleh
panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadil

(3) Putusan pengadilan dilaksanakn dengan memperhatik@nkemanusiaan

dan keadilan.

Selanjutnya dalam pasal 55 UU tersebut juga merlgabu

(1) Ketua pengadilan wajib menguasai pelaksanaan putpsagadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaiinaaksud pada

ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan pergngiagiangan.

Jelaslah bahwa ketua pengadilan yang memerintahk@rietapkan untuk
dilaksanakan putusan perkara perdata yang pelaksaya dilakukan oleh
panitera dan juru sita, namun Kketua pengadilaninseteengawasi tetapi juga
bertanggung jawab sejak diterimanya permohonankeksesampai selesainya

pelaksanaan eksekusi tersebut.

Berperkara di pengadilan sungguh memerlukan waking lama dan
biaya yang tidak murah, hingga sampai pada putysaug telah mempunyai
kekuatan hukum tetap pun, masih memerlukan wakta da@ya untuk
pelaksanaannya.

Adakalnya suatu putusan pengadilanyang telah meyapukekuatan
hukum tetap tidak dapat dilaksanakan, hal ini menuvl Yahya harahap
disebabkan oleh:

a. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada

Jika putusan berupa pembayaran sejumlah uang dantesebut tidak dijumpai,
serta bila putusan berupa penyerahan suatu badamgparang tersebut sudah
tidak dapat dijumpai, maka putusan tidak dapakddaakan

b. Putusan bersifat deklaratoir,

Putusan yang bersifat deklaaratoir tidak dapatsdikeksi, karena salah satu asa
eksekusi adalah suatuputusan harus bersifat koratemn yaitu berisi

penghukuman.
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c. Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga

Jika barang yang menjadi objek eksekusi beradardjan pihak ketiga dengan
cara yang sah, maka eksekusi tidak dapat dilaksanak

d. Eksekusiterhadap penyewa non eksekutable

Eksekusi juga tidak dapat dilaksanakan terhadapygwes yang tidak turut

digugat.

e. Barang yang hendak dieksekusi dijaminkan kepadakgibtiga

f.  Tanah yang hendak di eksekusi tidak jelas batasnya

g. Perubahan status tanah menjadi milik Negara

h.  Barang objek eksekusi berada di luar negeri

Menurut asas peradilan di Indonesia, putusan pdagagang dijatuhkan hanya
berlaku dan berdaya eksekusi di wilayah Indonesia dleh karena itu tidak
mempunyai daya eksekusi diwilayah Negara lain.

I Dua putusan yang saling berbeda

Fakta tentang adanya saling pertentangan antarapduesan yang berbeda
dapatdijadikan alasan untuk tidak dapat dilaksamaja putusan pengadilan.
Untuk menyelesaikan nya dapat ditempuh upaya hybkemmjauan kembali atau
perdamaian.

J- Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama

k. Eksekusi dapat dilaksanakan bila disetuji oleh lpiaan

l. Eksekusi non eksekutable bila menjadi milik suarauasteri

Masalah jatuhnya harta kekayaan bersama menjaitti snimi atau isteff.

Suatu putusan pengadilan tidak akan berarti jtkaktdapat dilaksanakan.
Karena suatu perkara -diajukan ke pengadilan oleflggegat dalam rangka
memperoleh penyelesaian. Pemeriksaan perkara dial@mgan putusan, namun
dengan dijatuhkannya putusan saja persoalannyanbsflesai. Karena putusan
tersebut harus dilaksanakan.

Putusan hakim yang mempunyai kekuatan eksekutgadl kekuatan
yang dapat dilaksanakan secara paksa oleh alatréNelgakuatan eksekutorial
tersebut diberikan oleh kepala putusan yang berbdnypemi Keadilan

berdasarkan Ketuhanan Ynag Maha Esa’. Jika putisEh mempunyai

21bid, hal. 165
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kekuatan pasti dan pihak yang dikalahkan secararslak melaksanakan amar
putusan, maka selesailah perkara tersebut tanp&udmarpengadilan untuk
melaksanakan putusan tersebut.

Suatu perkara yang diputus dengan adanya pihak ka&lah, maka jarang
sekali putusan tersebut dapat dilaksanakan dermansokarela oleh pihak yang
di kalahkan dalam perkara bunyi putusan tersebafand hal yang demikian,
pihak yang menang dapat mengajukan permohonan &ekeiia Pengadilan
untuk melaksanakan bunyi putusan yang telah mengpakuatan hukum tetap
tersebut.

Keengganan pihak yang kalah untuk melaksanakansauotpengadilan
dengan sukarela ini akan mengakibatkan tertundapgiaksanaan putusan

pengadilan’?

 |bid Hal.166-167
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2.3.3. Hambatan Hambatan dalam pelaksanaan Putusan Perkar&erdata

Hal hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaars@uipengadilan antara lain
adalah :
a. Biaya yang wajib dibayarkan karena besarnya biagtant terpenuhi oleh

pemohon

Besarnya biaya tergantung kepada perbuatan eksekasiyang akan
dilakukan, jauh dekatnya tempat barang beradarnegodidaknya barang, mudh
tidaknya transportasi. Untuk Pengosongan, sekaltplak ada biaya iklan jika
menyangkut tanah yang luas, ada banyak penghunakga memerlukan biaya
yang cukup banyak. Otomatis jika biaya tersebutibetiapat terpenuhi, maka
putusan pengadilan juga belum dapat dilaksanakan.

b. Adanya perlawanan oleh orang lain/ pihak ketigamgamnjauan kembali

Bagi termohon eksekusi, setelah adanya teguran@ang) diterima, jika
tenggang peringatan yang telah ditentukan tidak ememm bunyi putusan maka
eksekusi akan segera dilakukan. Pada saat itutedartya perlawanan diajukan,
lain halnya bagi pihak ketiga yang pada umumnya beinu ada eksekusi setelah
diumumkan lewat surat kabar atau pada waktu petalesadi lapangan, maka
pihak ketiga akan mengajukan verzet setelah adavgsman.

c. Hambatan hambatan karena putusan putusan yang balitentangan
Dalam beberapa putusan pengadilan dengan perkatasgama, dan dasar
hukum yang menjadi pertimbangan juga sama, tetafpispn yang di keluarkan
berbeda, dimana tidak jarang yang saling berteatamgtara putusan yang satu
dengan putusan yang lain.
d. Hambatan karena bunyi/ redaksi putusan
Adakalanya redaksi dalam surat putusan kurang jefasg dpat
menimbulkan penafsiran yang bermacam macam. Halikclemdapat terjadi
misalnya karena penggugat/ kuasanya kurang ceralatndmenyusun redaksi
petitum gugatan, sedangkan hakimnya mengabulkatub&gja apa yang diminta
dalam petitum gugatan tersebut.
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e. Hambatan dalam eksekusi di lapangan
f. Lelang eksekusi tidak dilaksanakan karena dikabulka bantahan
pembantah
g. Hambatan dalam putusan serta merta
Dalam pelaksanaan putusan serta merta, pemohors memyediakan
jaminan senilai objek eksekusi. Kesulitannya jikkanphon eksekusi serta merta
tersebut tidak mempunyai uang untuk jaminan serolgek eksekusi, maka
eksekusi tersebut tidak dapat dilaksanakan.
h.  Termohon mengerahkan preman-preman ditempat bagamy akan
dieksekusi
Tidak jarang termohon eksekusi mengumpulkan oraaggryang dibayar
guna menghalang-halangi petugas eksekusi dalamalaengksekusi. Kalau juru
sita yang bertugas mengeksekusi dan aparat keargangmqmendampingi jurusita
tersebut tidak berhasil menanggulangi ulah danmare tersebut maka eksekusi

tersebut gagal silaksanakan.

2.4. PEAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG
MENGAKIBATKAN ' PERUBAHAN DATA MENGENAI BIDANG
TANAH YANG SUDAH DI DAFTAR (ANALISA PUTUSAN
PENINJAUAN KEMBALI Reg. No. 322 PK / Pdt/ 2008)

2.4.1. Disposisi Kasus
Dari salinan Putusan Peninjauan kembali dapatalke bahwa para pihak yang
bersengketa adalah sebagai berikut:

. PT. FITNESSINDO JAYA LESTARI, berkedudukan di Jal&E
Martadinata No. 56 Blok D2,D3,D4, kelurahan Ancéékarta Utara
(Pemohon Peninjauan Kembali Idahulu Termohon Ké&sagugat | /
Pembanding

II. 1.Nyonya TEO LEE CHENG ALICE, bertempat tinggal 65 Sixt
Avenue Singapura, atau bertempat tinggal di j&&EnMartadinata No.

56 Blok D2,D3,D4 kelurahan Ancol Jakarta Utara.
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2KWEK YEN HSONG PETLAND, bertempat tinggal di 550 Havelock
Road # 09-05 Harvest Mansion Singapura atau bertempat tinggal di
jalan RE Martadinata No. 56 Blok D2,D3,D4 kelurahan Ancol Jakarta
Utara.
3.Ny. KWEK MUI LENG PAULINE, bertempat tinggal di 555ixt
Avenue Singapura, atau bertempat tinggal di j@EnMartadinata No.
56 Blok D2,D3,D4 kelurahan Ancol Jakarta Utara.
4. KWEK YEW HUNG PATRICK, bertempat tinggal di 550 Halwock
Road #07-04 Harvest Mansion Singapura atau bertemnpggal di
jalan RE Martadinata No. 56 Blok D2,D3,D4 kelurabfamcol Jakarta
Utara.
5.KWEK YEW KIANG PETER, bertempat tinggal di 550 Hadwek
Road # 05-04 Harvest Mansion Singapura atau begeitnpggal di
Jalan RE Martadinata Blok D2, D3, D4 kelurahan Andakarta Utara.
Para pemohon peninjauan kembali Il dahulu paradeon Kasasi / para tergugat

/ para pembanding.

BILLY SANTOSO LIE, bertempat tinggal di jalan Re Madinata Blok D3 / 56

RT 006 RW 04 Kelurahan Ancol Jakarta Utara.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kaszanggugat / terbanding

Dan

1. ACHMAD ABID, SH Notaris di Jakarta, berkedudukan Rliaza sentral
suite 916, jalan jenderal sudirman No. 47 JakausaP

2.  ARIYA SOMANATTA, Bertempat tinggal di kali deres Reai G5 No. 4A
RT.004 RW.01, kelurahan kali deres Kecamatan kadglelakarta Barat.

3. RISBERT,SH bertempat tinggal di komplek Wijaya GxdPuri Blok A No.
10 jalan Wijaya Il Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

4. Ny. MERLINA, bertempat tinggal di Jalan RE Martagia Blok D3/56
RT.006 RW.002, Medan, Kelurahan Ancol Jakarta Utara

5.  Ny. SUMARNI RUSLI, bertempat tinggal di Jalan Lonkbbdlo.3 RT.002
RW 002 Medan Sumatera Utara.
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Para turut termohon Peninjauan Kembali dahulu parat termohon kasasi,

tergugat VI,X1 / Para turut terbanding.

Sengketa ini bermula dari adanya gugatan yangldiajoleh BILLY SANTOSO

LIE karena perubahan komposisi saham pada PT FIENHSO JAYA

LESTARI dimana sebelumnya tuan BILLY SANTOSO LIE mmgki saham

sejumlah 200 lembar, Ny. TEO LEE CHENG ALICE sels#ng5 lembar saham,

dan Tuan KWEK YEN HSONG PETLAND memiliki sejumlab Bmbar saham,
dimana saham tersebut telah diambil dan diset@ragenuh oleh mereka.

Kemudian terjadi perubahan komposisi kepemilikamasadan susunan pengurus

PT. FITNESSINDO JAYA LESTARI sebagimana ternyatai dkta pernyataan

keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang SahamlFNESSINDO JAYA

LESTARI. Dimana Tuan BILLY SANTOSO merasa dirinyaugikan dengan

adanya Perubahan Komposisi Saham dan PerubahamsuBangurus Perseroan

tersebut, oleh karena itulah maka kemudian TuanBIBANTOSO mengajukan
gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pengalihaansafang menurutnya
adalah tidak sah dengan nomor perkara

Dalam tuntutannya Tuan BILLY SANTOSO LIE memintaaagPengadilan

Negeri Jakarta Utara memutuskan:

. Menyatakan segala keputusan yang diambil dalam RBRES tahunan
dan RUPSLB maupun Rapat Direksi yang diadakan sdéidéftarkannya
Gugatan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang sabh.

. Memerintahkan kepada para tergugat agar tidak miletaktransaksi apapun
seperti mengalihkan/ menjual atau menggadaikan nsakepada pihak
ketiga.

. Membekukan kepengurusan atau Direksi PT> FITNES®IND
JAYALESTARI

. Memerintahkan agar para Tergugat membayar sejuniahg Paksa

(dwangsom) perhari apabila tidak mematuhi isi partus
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2.4.2. Amar Putusan

Peradilan tingkat pertama
Dalam Proses peradilan di tingkat Pertama, Bahwar gmatusan Pengadilan

Negeri Jakarta Utara No. 02/Pdt.G/2004/ PN. Jkitahiggal 2 september 2004

memutuskan:

1. mengabulkan Gugatan Penggugat yaitu Tuan BILLY S@SD LIE untuk
sebagian,

2. menyatakan Para tergugat telah melakukan perbustawan hukum

3. Menyatakan sita jamian yang telah diletakkan adséthdan berharga

4. Menyatakan batal serta tidak sah dan oleh karendif@k mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat segala notulen rapatbahan keputusan
rapat, akta pernyataan keputusan rapat, akta baggma Rapat Umum
Pemegang saham, dan segal tindakan yang diamll telgugat sebagai
akibat pemilikan saham secara melawan hukum.

Peradilan tingkat banding
Namun kemudian para Tergugat mengajukan Banding giatusan

Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut. Selagutialam Peradilan Banding,

Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta N6/ 8@dt/2004 /PT. DKI

tanggal 15 Februari 2005 memutuskan antara lain:

1. Menerima permohonan banding dari tergugat

2. Membetalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Wssarggal 2 september
2004 No. 02 / Pdt.G /2004 / PN.Jkt.Ut

Peradilan Tingkat Kasasi

Terhadap putusan Banding Pengadilan Tinggi DKIO adak Penggugat
mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agungg yeemudain
Mahkamah agung dalam amar putusan Mahkamah AguidpR1529 K / Pdt /
2005 tanggal 17 mei 2006 yang telah berkekuatamrnutetap adalah sebagai
berikut :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon BILLWSASO LIE
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2. Membatalkan putusan Pengadilan tinggi no. 606/R@04 / Pt. DKI tanggal
15 Februari 2005.

Peninjauan kembali

Setelah putusan yang telah mempunyai kekuatan hutetap tersebut
kemudian terhadapnya oleh para termohon kasasi apé@yn permohonan
peninjauan kembali sebagaimana ternyata dari aktenghonan peninjauan
kembali No. 02 / Pdt.G / 2004 / PN. Jkt.Ut yangudiboleh panitera Pengadilan
Negeri Jakarta Utara, permohonan mana diserta métaninjauan Kembali yang
memuat alasan alasan yang diterima di kepanitgraagadilan Negeri tersebut.

Dalam amar putusan Peninjauan Kembali reg. No. BR2/ Pdt/ 2008,
Berdasarkan pertimbangan pertimbangan, Mahkamahg\garpendapat terdapat
cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan penmj&embali dari para
pemohon Peninjauan Kembali | PT. FITNESSINDO JAYATARI, Il. Ny.
TEO LEE CHENG ALICE dan kawan kawan dan membatalkarusan
Mahkamah Agung No. 1529 K / Pdt / 2005 tanggal Eif 2006 seta Mahkamah
Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan ram#usan sebagaimana
disebutkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena termohon Peninjaeanbkli berada di
pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayaya perkara dalam
semua tingkat peradilan.

Memperhatikan pasal pasal dari Undang Undang ndahtin 2004,
Undang Undang no, 14 tahun 1985 sebagaimana ykigdreibah dan ditambah
dengan Undang Undang no. 5 tahun 2004 serta panaperundang undangan
lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali daria Ppemohon
Peninjauan kembali : I. PT FITNESSINDO JAYALESTARI, 1. Ny. TEO LEE
CHENG ALICE, 2. Tuan KWEK YEN HSONG PETLAND, 3. Ngga KWEK
MUI LENG PAULINE, 4. Tuan KWEK YEW HUNG PATRICK, 5.Tuan
KWEK YEW KIANG PETER tersebut.

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 1529 Kt/ R@805 tanggal
17 mei 2006.
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MENGADILI KEMBALI:
Dalam Konvensi:
Dalam Provisi:

* Menolak gugatan Provisi Penggugat

Dalam Eksepsi:
* Menolak eksepsi tergugat I,11,111,1V,V, VI, VII, Ml, dan IX seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

* Menolak gugatan Penggugat seluruhnya

* Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan ksadean Berita Acara Sita
No. 72/BA/Pdt/C/2004/ PN.Jkt.Ut jo No. 05/CB/200KI/Bkt.Ut. Jo No. 02 /
Pdt.G2004 / PN. Jkt.Ut jo Berita Acara Penyitaan midan
No.72//Pen/Pdt/CB/2004/PN.Jkt.Ut jo No. 05/CB/20040kt.Ut Jo No. 02
/Pdt.G /2004/ PN.Jkt.Ut tidak sah dan tidak berhatgn diperintahkan untuk
diangkat:

Dalam Rekonvensi:
Dalam Eksepsi:

*  Menolak Eksepsi tergugat Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

* Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi / Tergigaivensi untuk
sebagian

* Menyatakan tergugat rekonvensi / penggugat Konveéelsih melakukan
perbuatan melawan hukum

 Menghukum tergugat rekonvensi / penggugat Konvensngembalikan
kepada PT. FITNESSINDO JAYALESTARI (tergugatlX) wgaraccount
Receivable others sebesar Rp. 1.494.104.000,04 rfgftar empat ratus juta
Sembilan ratus empat puluh juta seratus empatupiah koma empat puluh
sen) dan others Companies receivable sebesar 299.937,188 (satu milyar
dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilamsragja puluh tujuh ribu

seratus delapan puluh delapan rupiah)
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. Menghukum tergugat rekonvensi/ penggugat konveasitdrut Tergugat I,
menyerahkan dan membalik nama atas nama Penggegah¥ensi | dan
l1l/ Tergugat Konvensi
Toko M. 11 di Mega Mall
Toko Blok D2,D3, Jalan RE Martadinata Nomor 56

. Menolak gugatan penggugat rekonvensi selain dabikaya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk merabbiaya perkara
dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemenkgaainjauan kembali
ini sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratbs Riupiah)

Yang menarik dari perkara ini, dan yang menjadsatebagi penulis untuk
mengangkat putusan Peninjauan kembali tersebuasd@dlalah karena dalam

amar putusan tersebut terdapat putusan yang berbuny

“Menghukum tergugat rekonvensi/ penggugat konvensdan turut Tergugat
I, menyerahkan dan membalik nama atas nama Penggag Rekonvensi |
dan Ill/ Tergugat Konvensi

Toko M. 11 di Mega Mall

Toko Blok D2,D3, Jalan RE Martadinata Nomor 56”

Dari  bunyi - putusan tersebut bahwa Hakim = Mahkamahungg
memerintahkan kepada pihak tergugat rekonvensgguegat Konvensi yaitu tuan
BILLY SANTOSO LIE dan Turut Tergugat Il yaitu NyUBAARNI RUSLI untuk
menyerahkan dan -membalik nama atas nama Pengaigatvensi | yaitu Ny.
TEO LEE CHENG ALICE dan Tergugat Rekonvensi Il tyaNy. KWEK MUI
LENG PAULINE.

Untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung dalaminjaaan
Kembali tersebut, pihak Kuasa Hukum dari pihak yarenang telah mengajukan
permohonan Eksekusi riil kepada Pengadilan Negdarda Utara sebagaimana
dikuatkan juga dengan Penetapan Ketua Pengadilg®rNéakarta Utarayang
dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara294=ks/2010/PN.Jkt.Ut. Jo.
No.02 / Pdt / G /2004 / PN. Jkt.Ut.
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Dalam penetapan tersebut, ketua Pengadilan Nedghkarta Utara
memerintahkan kepada panitera Pengadilan NegeartajkUtara atau jika
berhalangan diganti wakilnya yang sah desertaiisakksi yang memenuhi
syarat hukum untuk melaksanakan eksekusi penyeethan
a. 1(satu) unit ruko bertingkat 3 (tiga) Sertipikatkh&una Bangunan No.

7254/Pluit atas nama tergugat Il (Nyonya KWEK MLENG PAULINE)
terletak di kompleks Pertokoan mega Mall Pluit NG-11 Jalan Pluit
Indah Raya (Bekas Danau/ wilayah Pluit) Kelurahhuit Bakarta Utara
b. - Toko blok D no. 2 (sertipikat Hak Guna Bangunam B37/ Ancol berupa
ruko bertingkat 3(tiga) setempat dikenal / terletiakalan RE Martadinata

No. 56 Blok D2 kelurahan Ancol, Jakarta Utara.

- Toko Blok D No. 3 (sertipikat Hak Guna Bangunan N6/ ancol)
berupa ruko bertingkat 3 (tiga) setempat dikenatletak di Jalan RE

Martadinata No. 56 blok D No. 3 kelurahan ancolstkUtara.

2.4.3. Pelaksanaan Putusan

Bahwa suatu perkara saat telah memperoleh putysag bekekuatan
hukum tetap akan membuat pihak yang dimenangkaasadenang karena apa
yang diinginkan telah terwujud dengan adanya putimsakekuatan hukum tetap
tersebut. Namun sebenarnya masih diperlukan waktaga dan biaya untuk
dapat merealisasikan apa yang telah diperintah&mdamar putusan dimaksud.

Begitu pula halnya dengan bunyi putusan yang mietadkan agar pihak
yang kalah menyerahkan serta. membaliknama haktamtadh tertentu ke atas
nama pihak yang menang. Berkaitan dengan haémiu melibatkan pihak atau
instansi lain yang berwenang dalam proses balikanaensebut yaitu Badan
Pertanahan nasional.

Perintah untuk membalik nama mengandung arti bamerubah
pemegang hak atas tanah yang lama menjadi pemégirgias tanah yang baru.
Berdasarkan jenis kegiatan pendaftaran tanah, grosambalik nama ke atas
nama pemegang hak yang baru dapat kita golongkamdeaegiatan pemeliharaan
pendaftara tanah. Kegiatan pendaftaran tanah didakapabila terjadi perubahan
pada data fisik atau data yuridis objek pendaftatanah yang telah
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didaftar’*Pemegang hak yang bersangkutan harus mendaftagkabahman yang
bersangkutan kepada kantor pertanafan.

Pemeliharaan data pendaftaran tanah diperlukaen&auntuk menjaga
kesinambungan kegiatan pendaftaran tanah, yanagndagfinisinya disebutkan
bahwa
“ Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan gaagukan oleh pemerintah
secara terus menerus, berkesinambungan, dan teradliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemadimadata fisik dan data
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenargdidang tanah dan satuan
satuan rumah susun, termasuk pemberian surat taridahaknya bagi bidang
bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak még&satuan rumah susun serta
hak hak tertentu yang membebanirfya”

Prinsipnya adalah sekali suatu -hak atas tanahftdid maka
seterusnya data akan dipelihara, termasuk jikgpada@bahan mengenai data fisik
misalnya terjadi pemisahan, pemecahan, penggabuagah serta data yuridis
seperti terjadinya pewarisan, peralihan hak, benayh jangka waktu, harus
didaftarkan kepada kantor Pertanahan setempat dempeliharanya data
pendaftaran tanah.

Perubahan data pendaftaran tanah dapat disebakara lain
oleh beberapa hal, yaitu :

2. Pemindahan hak bukan dengan lelang (Pasal 37 PE tahun 1997)

3. Pemindahan hak dengan lelang (pasal 41 PP nohg4 i997)

4. Peralihan hak karena pewarisan (pasal 42 PP nah2# 1997)

5. Peralihan hak karena penggabungan atau peleburaarpan atau koperasi

(pasal 43 PP no. 24 tahun 1997)

Pembebanan hak (pasal 44 PP no. 24 tahun 1997)

7. Penolakan pendaftaran peralihan dan pembebanaripbskl 46 PP no. 24
tahun 1997)

8. Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah (pagaiP4i. 24 tahun 1997)

o

" Ibid, Hal. 455
> Ibid, pasal 36 ayat (2)
"% Ibid pasal 1 butir (1)
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9. Pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang(tpasal 48 PP no. 24
tahun 1997)

10.Pembagian hak bersama (pasal 51 PP no. 24 tah@ij 199

11.Hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuaaltr susun (pasal 52 PP
no. 24 tahun 1997)

12.Peralihan dan hapusnya hak tanggungan (pasal 58 .FF tahun 1997)

13.Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putitsa penetapan
pengadilan (pasal 55 PP no. 24 tahun 1997)

14.Perubahan nama (pasal 56 PP no. 24 tahun 1997)

Kategori jenis pemeliharaan data yang akan dibebksn tesis ini adalah
pemeliharaan data berdasarkan putusan pengadianteiah berkekuatan hukum
tetap.

Dibagian atas kita telah melihat kendala- kendaagydihadapi dalam
melaksanakan putusan pengadilan secara umum taephambunyi putusan
secara khusus. Dalam hal mengenai suatu putusagagitan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana Iisii gartusan itu
mengakibatkan adanya perubahan data mengenai bitarah yang sudah
didaftar, sebagaimana terjadi dalam bunyi putusatas] Peraturan Pemerintah
nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah takgaturnya dalam satu

pasal tersendiri yaitu :

Pasal 55, yang menyebutkan bahwa :

(1) Panitera pengadilan wajib memberitahukan kepada aldepKantor
Pertanahan mengenai isi semua putusan pengaditntgah mempunyai
kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengaditegnmengakibatkan
terjadinya perubahan pada data mengenai bidan§ tarey sudah didaftar
atau satuan rumah susun untuk dicatat dalam buiah tgang bersangkutan
dan sedapat mungkin pada sertipikatnya dan dadfsardainnya.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, dighakan juga atas
permintaan pihak yang berkepentingan, berdasar&tmaa resmi putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukuap tataun salinan
penetapan Ketua pengadilan yang bersangkutan yasegaldkan olehnya
kepada Kepala Kantor Pertanatan.

" IndonesiaPeraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah, PP no.24 tahun 1997, pasal 55
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Selanjutnya dalam penjelasan pasal 55 tersebutskgn bahwa yang
dimaksud dengan pengadilan adalah baik badan-hzetadilan umum, peradilan
Tata Usaha Negara ataupun peradilan agama.

Dengan mengacu pada bunyi pasal 55 PP nomor 24 tH®97 tersebut
diatas, maka untuk melaksanakan amar putusan gany@i

“Menghukum tergugat rekonvensi/ penggugat konvensdan turut Tergugat
I, menyerahkan dan membalik nama atas nama Penggag Rekonvensi |
dan Ill/ Tergugat Konvensi

Toko M. 11 di Mega Mall

Toko Blok D2,D3, Jalan RE Martadinata Nomor 56"

akan mengakibatkan perubahan data mengenai su#ungotanah yang sudah
didaftar. Untuk melaksanakan isi putusan tersebakardiperlukan tindakan -
tindakan lanjutan sebagaimana diatur dalam ketantpasal 55 Peraturan
pemerintah No. 24 tahun 1997 serta peraturan pmlals\nya yaitu Peraturan
Menteri Negara Agraria no.3 tahun 1997 pasal 12t yaenyebutkan bahwa:

(1) Pencatatan perubahan data pendaftaran tanah b&atasgputusan

Pengadilan atau penetapan Hakim/ Ketua Pengadi&n Kepala Kantor

Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersamgkiata daftar umum

lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapariniakKetua Pengadilan

atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kakuaikum tetap dan

salinan Berita Acara Eksekusi dari Panitera Pef@adnegeri yang

bersangkutan.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) plpatlilakukan atas

permohonan pihak yang berkepentingan dengan meikampi

a. Salinan resmi penetapan atau putusan Pengadilantgkm memperoleh
kekuatan hukum tetap dan salinan berita acara eksek

b. Sertipikat Hak atas tanah atau Hak milik Atas satRamah susun yang
bersangkutan

c. Identitas pemohdfi

" Indonesia, Peraturan Menteri Negara AgraKatentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, PMNA no.3 Tahun 1997, pasal 125
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Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bap@ncatatan perubahan data
suatu bidang tanah yang sudah didaftar berdasgskéusan pengadilan atau
penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hustam dapat dilakukan oleh :

1. Panitera Pengadilan

2. Pihak yang berkepentingan

Dengan melampirkan salinan resmi Putusan PengadblarPenetapan Pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap, skatigiak atas tanah/ Hak
Milik atas satuan rumah susun serta identitas pemolmaka pencatatan
perubahan data mengenai suatu bidang tanah bekeukiiin pada buku tanah,

sertipikat, dan daftar-daftar lainnya.

2.4.4. Hambatan- Hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaarPutusan
Peninjauan Kembali Reg. No. 322 PK / Pdt/ 2008

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staf Usaha Badan
Pertanahan Nasional yaitu Ibu Haslinda, untuk nsalakan Putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ysinga merubah data
mengenai suatu bidang tanah agar dicatat dalam tarah, sertipikat dan
daftar-daftar lain merupakan hal yang sederhantykuproses ini pemohon
atau kuasanya dapat mengajukan permohonan tekepsda Kepala Kantor
Pertanahan dengan dilampiri berkas-berkas separtg \disyaratkan dalam
Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1p8%al 125 ayat (2).

Penjelasan yang disampaikan kepada penulis oléhTata Usaha
Badan Pertanahan Nasional tersebut adalah serugmmleang disampaikan
oleh Bapak Bambang Tristianto, SH,Mkn Notaris/ PPAIT Jakarta, saat
penulis melakukan wawancara dengannya, bahwa pelaka putusan
pengadilan yang isinya mengakibatkan perubahanmdatagenai suatu bidang
tanah yang sudah didaftar bukanlah perkara yarig sul

Namun saat penulis menyampaikan putusan Perkaranj&em
kembali dengan Reg. No 322 PK /Pdt / 2008 keduakpgebagai narasumber

tadi menilai adanya masalah dalam pelaksanaannya.

9 Indonesia Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah, PP no.24 tahun 1997,
pasal 55 ayat (2)
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Fakta hukum
1. Bahwa putusan yang berbunyi Menghukum tergugatmekasi/ penggugat
konvensi dan turut Tergugat Il, menyerahkan dan batiknnama atas nama
Penggugat Rekonvensi | dan Ill/ Tergugat Konvensi:
e Toko M. 11 di Mega Mall (Sertifikat Hak Guna Bamgun No.
7254/Pluit ) ke atas nama Ny. KWEK MUI LENG PAULINE
* Toko Blok D2,D3, Jalan RE Martadinata Nomor 56 (tiilkat Hak
Guna bangunan No. 537/Ancol) dan (Sertifikat Hakn&WBangunan
No.536 ) ke atas nama Ny. TEO LEE CHENG ALREE
2. Bahwa Ny. KWEK MUI LENG PAULINE dan Ny. TEO LEE CH¥ES
ALICE keduanya adalah Warga Negara Singapura,
3. Bahwa Ketiga objek tersebut diatas, Status Hak agalah Hak Guna
Bangunan.
4. Bahwa sebagai Warga Negara Asing sesuai dengamtkate dalam
Undang Undang Pokok Agraria Pasal 36 ayat (1yadakan bahwa :
Yang dapat mempunyai Hak Guna bangunan adalah:
a. Warga Negara Indonesia
b. . Badan Hukum yang didirikkan menurut Hukum Indonesdan

berkedudukan di Indonesia.

Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas lawaaly. KWEK MUI LING
PAULINE dan Ny. TEO LEE CHENG ALICE bukanlah Subjelak Guna
Bangunan. Oleh Karena itu secara sangat sederfagad dikatakan bahwa
mereka tidak dapat mempunyai Hak Guna Bangunaningn dapat
dikatakan pula Putusan Pengadilan yang menunjulakgithak tersebut
diatas tidak dapat dilaksanakan.

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak Tata &/sébntor Badan

Pertanahan Nasional Jakarta Utara, dan dengan salatang Pejabat

8 penetapan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utaoa29N/ Eks/ 2010/
PN.Jkt.Ut Jo.No.02/ Pdt/ G/ 2004/ PN.Jkt.Ut
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Pembuat Akta Tanah Wilayah Jakarta Utara, merekayarankan bahwa

status Hak Guna Bangunan itu harus diturunkan rdekiak Pakai.

Aspek hukum kepemilikan Hak atas tanah bagi Warga gara Asing

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturamaDPokok
Pokok Agraria Pasal 9 ayat (1) yang menegaskan ddianya Warga Negara
Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenwamgan bumi, air dan
ruang angkasa. Maka jelas bahwa Warga Negara Aglag bisa memiliki
kesempata untuk mempunyai hubungan sepenuhnyangabumilik) dengan
bumi (tanah) di Indonesia.

Dimungkinkannya orang asing mempunyai akses derigaah di
Indonesia.- dengan mempergunakan hak selain Hak Mibku dengan
mempergunakan Hak PakaiBerkenaan dengan pemilikan hunian atau tempat
tinggal bagi orang asing, kalau kita mengambil d&s&kum dari subjek Hak
Guna Bangundf, maka tidak ada kemungkinan orang asing memiliknah
hunian di atas tanah Indone&fa.

Dalam ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Gl@galRln 1996
dinyatakan bahwa yang dapat menjadi pemegang Hak Bangunan adalah :
1. Warga Negara Indonesia
2. Badan Hukum vyang didirikan menurut Hukum Indonesian

berkedudukan di Indonesia.

Jika merujuk kepada ketentuan ketentuan yang teliakbutkan

diatas, maka tidak terbuka kemungkinan bahwa potésninjauan Kembali

81 Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan /ratmungut hasil dari tanah
yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah mikikg lain yang memberi wewenang dan
kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemb®y@anoleh pejabat yang berwenang
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pertalilahnya, yang bukan perjanjian sewa
menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segslmtseasal tidak bertentangan dengan jiwa
dan ketentuan-ketentuan Undang Undang ini (Undamdpblg No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan
dasar dan Pokok Pokok Agraria pasal 41)

8 Hak Guna Bangunan adalah Hak Untuk mendirikan Mempunyai bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendirigale jangka waktu paling lama 30 tahun (
Undang- Undang No.5 tahun 1960 tentang Peratuasardian Pokok Pokok agraria pasal 35 )

8 Samuni Ismaya, Pengantar Hukum Agrari®@raha lImu, Cet.1 (Yogyakarta:
2011), hal. 103
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Perkara Reg. No. 223/ PK/ 2008 sulit sekali bah@ak bisa di laksanakan.
Sebagai Pihak Yang dimenangkan dalam Perkara tdrsbbtas, tentunya
menginginkan agar putusan itu dapat segera dies#tsn, karena untuk
menyelesaikan perkara ini sampai dengan keluaraitigsan Pengadilan seperti
yang telah di sampaikan diatas, telah menghabiskakiu, tenaga dan biaya
yang sangat banyak, sangat disayangkan sekali mpangatusan tersebut
belum juga bisa dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Kuasa Hukunk praag
dimenangkan dalam putusan tersebut, mereka teldakukan upaya agar
putusan dapat dilaksanakan termasuk meminta bankepada beberapa
Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Jakarta Uteimun sampai tesis ini
di tulis, belum ada tindak lanjut yang berarti.

Dari pengamatan penulis serta diskusi penulis demg@sa hukum
pihak yang di menangkan dalam putusan dimaksudakpipihak yang
berkepentingan dalam melaksanakan putusan Pengadi@ng telah
berkekuatan hukum tetap ini, memandang bahwa putusia merupakan
masalah yang memerlukaarhatian khusus, tetapi dalam artian yang berbeda.
Perhatian khusus disini membawa konsekuensi baluesgn ini tidak dapat

diproses melalui jalur resmi yang ada.

Penulis berpendapat bahwa :

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah sebenarnya tidak dikzerlperanannya dalam
pelaksanaan putusan tersebut, karena tidak adatugera yang
mengharuskan bahwa untuk melaksanakan putusantgkigberkekuatan
hukum tetap diperlukan akta Pejabat Pembuat Akteaf.a
Namun langkah ini diambil karena pihak Pejabat RexhlAkta Tanah lah
yang mempunyai akses langsung untuk berurusan delkgpala Kantor
Pertanahan yang mempunyai otoritas dalam mere@gagssi putusan
dimaksud, seperti telah disebutkan sebelumnya bah@aus ini
memerlukan perhatian khusus.

2. Pihak yang berperan dalam pelaksanaan Putusarbueradalah institusi

pengadilan dalam hal ini Panitera dan Institusi tanPertanahan
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sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55i@ergiemerintah no.
24 tahun 1997. Panitera Pengadilan sesuai denggas tdan tanggung
jawabnya seperti ditentukan dalam Undang Undanganegn Kekuasaan
Kehakiman, panitera harus memastikan ahwa putuséusgn yang telah
dikeluarkan oleh institusi pengadilan itu dapatkislanakan. Tetapi tugas
dan tanggung jawab dari panitera dalam kasus giiase selesai sebelum
urusan pembukuan hak selesai dilakukan. Karenandplgusan ini terjadi

perubahan mengenai pemegang Hak atas tanahnyderBabertanggung

jawab sampai pembukuan hak yang dimaksud seldaku#an.

3. Putusan Pengadilan sudah merupakan alas hak yamgdneasar peralihan
Hak Guna Bangunan dimaksud. Sehingga hanya bekaasgsutusan
tersebut, perubahan mengenai pemegang hak dagplailchih.

4. Bahwa mengenai alasan putusan tersebut belum/ ddpht dilaksanakan,
karena pihak yang tertulis namanya dalam putusag y@lah berkekuatan
hukum tetap tersebut adalah bukan merupakan stigklGuna Bangunan.

Tentunya sangat disayangkan putusan ini tidak meggudaya
eksekusi, Hakim dalam memberikan amar putusannyash@rlebin dahulu
mempertimbangkan apakah suatu amar putusan ddplgéahakan atau tidak,

Dalam Perkara ini Warga Negara Asing sebagai pylaalg mencari keadilan.

Sebagai Hakim, seharusnya memahami bidang bidamg ryelatar belakangi

sengketa dan dalam mengeluarkan putusan juga maemsastikan apakah

putusan .itu dapat dilaksanakan atau tidak. Tidddeds memberi putusan
tetapi akhirnya tidak dapat dilaksanakan. Dengaanga keadaaan ini jelas

sekali mencerminkan kualitas peradilan Negara led@n
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BAB 3
PENUTUP

3.1.SIMPULAN

1. Berdasarkan ketentuan pasal 55 Peraturan Pememataior 24 tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, Putusan yanghetilekuatan hukum
tetap, dapat merubah data mengenai suatu bidarah tgang sudah
didaftar. Panitera Pengadilan wajib memberitahugamua isi putusan
pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yagrggakibatkan
perubahan data mengenai bidang tanah yang sudatftadjdkepada
Kepala Kantor Pertanahan untuk kepentingan pereatdn pembukuan
haknya, dalam rangka kegiatan pemeliharaan dat@afitenan tanah.

2. Ketentuan pasal 55 Peraturan Pemerintah nomor 4 ta997 tentang
Pendaftaran Tanah dapat diterapkan daam pelaksaoassan Reg. No.
322 PK/ Pdt/ 2008. Mengenai Subjek hukum pemegatgylang baru
adalah bukan merupakan subjek Hak Guna Bangunanrmjanyebabkan

pelaksanaan putusan tersebut mengalami hambatan.

3.2.SARAN
Untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang merajkéib
perubahan data mengenai bidang tanah yang sudalfftadjdmemerlukan
koordinasi yang baik antara dua instansi yang gdtiarkepentingan yaitu
Pengadilan dan Kantor Pertanahan.
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